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BIMTEK PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI




PERBANDINGAN PENILAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN (SPIP TERINTEGRASI)

Objek Penilaian

Kaitan dengan 4
Tujuan SPIP

Penentuan Satker
Sampel

Penilaian Efektivitas
Pengendalian

Metodologi Penilaian

Pengintegrasian
Penilaian

Fokus Penilaian

Proses Penilaian

SEBELUM

SESUDAH

Struktur dan proses

Perencanaan, struktur dan proses, serta
pencapaian hasil

Belum dikaitkan

Dikaitkan secara langsung

Berdasarkan keterwakilan fungsi

Berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran
strategis, dan tujuan SPIP

Belum diarahkan

Diarahkan

Terkesan document based

Mengedepankan substance over form

Hanya menilai unsur-unsur SPIP

Mengintegrasikan penilaian  SPIP  dengan
penilaian MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP

Lebih kepada pemberian skor/level

Penentuan Aol dan pemberian rekomendasi perbaikan
proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas
pencapaian tujuan organisasi

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tidak
dalam satu proses

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas
menjadi satu proses dan dilakukan oleh K/L/D




POIN PEMBAHARUAN PENILAIAN RESULT BASED SPIP/NEW SPIP

PARAMETER KOLABORASI K/L/D DAN
PENILAIAN BPKP DALAM PENILAIAN
MATURITAS
UERINUISEAS PENYELENGGARAAN
SPIP
INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN T
l l l K/L PEMDA
PARAMETER PENILAIAN PARAMETER
MR KAPABILITAS APIP IEPK = PM& PK: Asesor « PM & PK: Asesor

(Manajemen) dan

APIP K/L
 EVALUASI: Internal

Kedeputian dan Antar

(Manajemen) dan APIP
Pemda

« EVALUASI: Perwakilan
BPKP dan BPKP Pusat

Kedeputian
DILEKATKAN PADA
PENILAIAN
KOMPONEN DAN SUBUNSUR *PM: Penilaian Mandiri PK: Penjaminan Kualitas
SPIP

4 NILAI DALAM
MATURITAS
PENYELENGGARAAN
SPIP

NILAI
MATURITAS

SPIP

NILAI
UNSUR-
UNSUR SPIP

MRI IEPK

LEVEL
KAPABILITAS
APIP

*MRI: Manajemen Risiko Indeks
IEPK: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi



MEKANISME PENETAPAN SATKER PK

30%
Sasaran

Strategis
[htinirmal 2

Sasaran
SATKER Strategis)
walle l identifikasi

Satker Terkait
(Pendukung Capaian
Sasaran Strategis):

-  Satker A
- SatkerB Fastlkan
- SatkerC rnewakiﬂ
; Satker Penyusun Anggaran®
1 Perencanaan

Satker Pengelola s
Keuangan =ik kurang dari 40% anggaren, maka
SATKER wrajib menambah satker sampel
ENANGGUNG hingga jurmlah anggaran miniosel 405
JAWARB

- dari total anggaran KS/LD



MANAJEMEN RISIKO INDEKS

Perencanaan

Kepemimpinan g

Kebijakan (2]
(7]
S
< Sumber Daya Manusia @
]
¥
Kemitraan ()
Proses Manajemen @
Risiko
Aktivitas Penanganan )
= Risiko
(7]
©
T
Outcome

Adaptasi: HM Treasury

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN

INDEKS EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN KORUPSI

SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH

A. Penetapan Tujuan

B. Struktur dan Proses

“
o

1 (1) Kapasitas

Lingkungan Pengendalian

(1) Kompetensi Anti Korupsi

Penilaian Risiko

Kegiatan Pengendalian ® Sistem Pencegahan

Informasi dan Komunikasi (1) Budaya Organisasi Anti

Korupsi

(4] Sistem Respon

Tingkat Korupsi

Sumber: PP No. 60 Tahun 2000 tentang SPIP Sumber: FRM

Kapabilitas
Pengelolaan Risiko

Penanganan
Kejadian Korupsi

Penerapan Strategi

Korupsi

Pencegahan



FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP

PENETAPAN TUJUAN STRUKTUR DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

el sl Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
Perencanaan

IHELLIEA Efektivitas dan Efisiensi
PENGENDALIAN
Sasaran Strategis ‘ ‘
K/L/D Keandalan Pelaporan
PENILAIAN Keuangan
PEMANTAUAN RISIKO
Pengamanan Aset Negara

Strategi Pencapaian
Sasaran Strategis
Ketaatan Terhadap
INFORMASI DAN KEGIATAN Peraturan Perundang-
KOMUNIKASI PENGENDALIAN undangan

NILAI MATURITAS SPIP
MANAJEMEN RISIKO INDEKS I IEPK | LEVEL KAPABILITAS APIP |
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@ KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP

OPTIMUM
(Level 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi
pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan
proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan

organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

J

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi
pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses
pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan
organisasi.

~

J

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi
pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian
telah dilaksanakan namun belum efektif.

~

J

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi
pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian
masih sebatas pemenuhan.

~

)

RINTISAN
(Level 1)

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi
pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
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PENILAIAN MANDIRI/ PENETAPAN PERBAIKAN
PENJAMINAN KUALITAS LEVEL SPIP BERKELANJUTAN
Jul Jan Jun Jul Ags
) 0) ® O
20XX-1 20XX 20XX l Des

1 Persiapan
1 - Penetapan Tim
- ,// - Penentuan Satker Sampel
- Rencana Penilaian
Pelaksanaan
\ Aspek yang Dinilai: | Metode:
2 ’ - Penetapan Tujuan - Analisis Dokumen
- Struktur dan Proses - Wawancara
- Pencapaian Tujuan - Observasi
| Pelaporan
3 Hasil penilaian, AOI, dan
o/ rekomendasi perbaikan
Pemantauan pengendalian

Perbaikan Aol
sesuai rencana
aksi

Koordinator PM
Sekretaris Jenderal/
Sekretaris Utama/
Sekretaris Daerah

Asesor Tim Penjamin Kualitas
Satker K/L/D APIP K/L/D

Koordinator PK
Pimpinan APIP K/L/D

3 |~ Pelaporane—

4

| Persiapan ¢—,

1

2 eIaksanaan

| -

Panel BPKP
dlplmpln oleh Kepala BPKP
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7 PENILAIAN MANDIRI &
2/ PENJAMINAN KUALITAS



1. TAHAP PERSIAPAN

a. Pembentukan Tim PM DAN PK

Tim PM Min. 1/3 pernah

mengikuti diklat/bimtek

SPIP & penilaian SPIP
[

dan/atau mengikuti
penugasan terkait SPIP,
(Untuk Tim PK 100%)

Jumlah personil
mempertimbangkan
kompleksitas satker, serta |
pemahaman atas proses .

i
bisnis satker mulai dari '&‘

perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban.

Penugasan kepada Tim
) PM dan PK didukung

o= dengan mandat yang
a- disampaikan secara
= formal ST/SK dan
sejenisnya.

Penetapan siklus
kegiatan, penganggaran,
dan akuntabilitas
pelaksanaan kegiatan
PM dan PK.

»

b. Penentuan Satker Sampel PK

Penanggung Jawab Pencapaian
Tujuan 1

» Satker penanggungjawab

perencanaan

o  Satker - Satker wajib atas

pencapaian Sasaran Strategis
terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian
Tujuan 2

e Satker penanggungjawab

pengelolaan keuangan

o Satker - Satker wajib atas

pencapaian Sasaran Strategis
terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian
Tujuan 3

» Satker penanggungjawab

pengelolaan aset

o  Satker - Satker wajib atas

pencapaian Sasaran Strategis
terpilih.

Penanggung Jawab Pencapaian
Tujuan 4
Satker pengawasan internal
(APIP)
Satker - Satker wajib atas
pencapaian Sasaran Strategis
terpilih.

c. Pemaparan Rencana Penilaian

Substansi Rencana

Penilaian:
a.
b.
C.

d.

0]

Latar Belakang

Tujuan dan Manfaat

Ruang Lingkup Metodologi yang
Digunakan

Tahapan dan Jadwal Waktu
Sistematika Pelaporan
Rencana Kebutuhan Sumber
Daya

Susunan Tim PM dan PK

Tujuan Pemaparan:

a. Mendapatkan
kesepakatan
pimpinan/pejabat kunci

b. Memperoleh persamaan
persepsi antara
assessor dengan
pimpinan/pejabat kunci

LN

(/



2. TAHAP PELAKSANAAN

TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI PEMENUHAN PARAMETER PENILAIAN MATURITAS SPIP

4 N
oo = =
L8 WAWANCARA =]|| DOKUMEN OBSERVASI
. ' y,
OBJEK PENILAIAN PENDEKATAN LINGKUP
» Pihak yang memahami proses bisnis e Kaitkan dengan 4 Tujuan  Wawancara, observasi, dan
organisasi, SPIP, penggalian bukti dokumen disesuaikan
» Bukti/berkas yang sesuai/relevan dengan » Berdasarkan kriteria dalam dengan proses bisnis organisasi;
parameter, dan parameter subunsur SPIP, » Dilakukan dalam lingkup pengujian
» Kegiatan yang berlangsung/kondisi yang manajemen risiko,dan kualitas perencanaan, struktur dan
didapati di lingkungan organisasi yang dinilai. pengendalian korupsi proses, pencapaian hasil.
PERNYATAAN BAHWA VALIDASI DAN CEK KESESUAIAN * ANALISIS HASIL
PROSES PENILAIAN PENETAPAN ANTARA HASIL WAWANCARA PENJAMINAN
MANDIRI TELAH « HASIL - PENGUJIAN BUKTI . « ANALISIS DOKUMEN« KUALITAS OLEH
DIJAMIN KUALITASNYA PENILAIAN DENGAN * ANALISIS HASIL APIP K/L/D

OLEH APIP

MANDIRI

PARAMETER

OBSERVASI




2.1. TAHAP PELAKSANAAN: PENILAIAN ATAS KOMPONEN |
PENILAIAN KUALITAS PERENCANAAN



%)Y GIACorpu
KENAPA PERENCANAAN PENTING?

Apakah tujuan sudah sesuai dengan harapan masyarakat?
Apakah indikator keberhasilannya tepat?

| % TUJUAI\I(L?Q % TUJUAE‘-FQ
A A

risiko i

Apakah cara mencapai tujuan sudah tepat?

START



PENETAPAN TUJUAN

TUJUAN PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN

MEMASTIKAN SASARAN ORGANISASI BERORIENTASI HASIL DENGAN
INDIKATOR YANG TEPAT, SERTA PEMILIHAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN.

Sasaran Pembangunan
Nasional/Daerah

$

P =

TR 1.
11l S
Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah 3.
/ISKPD/OPD /ISKPD/OPD /ISKPD/OPD ;
4,
0p)]
— B~ Sasaran e Sasaran ~=  Sasaran
EE) '-:-"-r Strategis »-J Strategis '..;—"f Strategis
Q)
i qﬂ Program ﬁu Program q-: Program 1
S : . : 2.
E Qu Kegiatan Qu Kegiatan ‘Qn Kegiatan 3
ORf . - 4.
< Anggaran %- Anggaran Anggaran

©
]
g W
UNSUR YANG DINILAI

SASARAN STRATEGIS K/L/D

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

CROSS CUTTING SASARAN STRATEGIS KE
SASARAN SATKER

CASCADING KINERJA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN K/L/D
INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA



PENETAPAN TUJUAN
v~ PEMERINTAH DAERAH

Sumber Dokumen:

- DPA OPD

» Perkin Kepala Daerah
» Perkin Kepala OPD s.d Pengelola Kegiatan

- ::fﬁﬁrn ™

PEMERINTAH
DAERAH

SASARAN
STRATEGIS/
SASARAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

-

KUALITAS SASARAN
STRATEGIS PEMDA,
YAITU:

1. KETEPATAN
SASARAN
STRATEGIS

2. KETEPATAN
INDIKATOR
KINERJA

3. TARGET KINERJA
BAIK

H

ORGANISASI
PERANGKAT
DAERAH

SASARAN
STRATEGIS <
OPD

SASARAN

PROGRAM

SASARAN

Lo

KEGIATAN

SASARAN

4 PROGRAM OPD

SASARAN
PROGRAM OPD

SASARAN

STRATEGIS
OPD

KEGIATAN OPD

SASARAN
@ KEGIATAN OPD

SASARAN
KEGIATAN OPD

SASARAN

PROGRAM OPD

KEGIATAN OPD




Perencanaan Terintegrasi




MENINGKATKAN

PARIWISATA

INDUSTRI

. _

- =

Pengelola dan
pelaku usaha wisata
perlu melakukan
diversifikasi atau

\maupun eIektronik/

Perlu diadakan
upaya pemberian
insentif untuk
memotivasi

wisata

4 )

Peningkatan
kemudahan akses
informasi agar obyek

pengembangan
usaha produk wisata
secara beragam

yang inovatif dan

\ kreatif /

-

pengelola obyek
wisata dalam
meningkatkan

pengelolaan obyek

\ wisata. /

wisata dapat diakses
dengan mudah dari
berbagai macam
sumber

- J

\_

. 4 N\ 4 )\ 4 )\ 4 )\
Meningkatkan Pengembangan
Pengembangan Pemasaran dan Pengembangan Pengembangan
Rasa Aman . . o sarana dan
. Produk Wisata Promosi Aksesbilitas Usaha
Wisatawan prasarana
N J N J N J N J
a é Peningkatan ) é Peningkatan \ (~ Peningkatan \ . 4 .
et - — pemasaran dan kemudahan Perbaikan dan Peningkatan
k E jl | promosi melalui akses angkutan peningkatan kualitas
Y €amanan y pengelolaan ¥ penyebaran ¥ umum/ ¥  saranadan 2 pelayanan
khusus daerah I IE) informasi di kendaraan prasarana yang kepada
wisata secafra 'Iebll: :ei:(b;gacl"medtla;( pribadi Emtuk ada di obyek pengunjung
\_ \_ Pprofesional / alkimediajcetd mencapai obyek wisata. obyek wisata

)

/Pengembangan \

obyek wisata yang
masih berupa

potensi menjadi
obyek wisata yang
riil dalam

\mendukung PAD. /

-~

b o sem o o

D G G

I
Perhubungan )
I dan Informatika I Dinas PU J| I
e e e e o

s son e s s o

Koperasi dan
UKM

s son e s s o

Pariwisata |

I SATPOL PP : Pariwisata |

L e

Sumber Daya

yang
dibutuhkan

Sumber Daya
yang dibutuhkan

Sumber Daya
yang dibutuhkan

Sumber Daya
yang dibutuhkan

Sumber Daya
yang dibutuhkan

Sumber Daya
yang dibutuhkan

1. SDM
2. Anggaran

1. SDM
2. Anggaran

1. SDM
2. Anggaran

1. SDM
2. Anggaran

1. SDM
2. Anggaran

1. SDM
2. Anggaran




CONTOH PERENCANAAN

TERINTEGRASI

Program follow

Money follow

Result

program

ANGKA KEMISKINAN
Target : 5%

Terwujudnya

penyerapan tenaga
kerja

Angka
Pengangguran
Target : 4%

Meningkatnya

pemenuhan
kebutuhan pangan

kalori per kapita
Target : 2100 kk

|

Program perluasan
kesempatan kerja

% Penyerapan
Angkatan kerja
Target : 40%

\/

Pelatihan tenaga
kerja
Penyaluran
bantuan modal
dst

A\
Dinas Tenaga Kerja
A A
Rp. 500.000.000

Program
peningkatan
produksi pangan

Produksi padi
Target: 1000juta
ton

v

1. Percetakan

sawah
2. Distribusi
pupuk
3. dst
A
Dinas Pertanian
A A\

Rp. 1500.000.000

% keluarga
memiliki Rumah
Layak Huni
Target : 90%

Program
pembangunan
rumah murah

rumah layak huni
yang dibangun
Target: 1000 Rumah

!

Pengadaan
rumah murah
Subsidi rumah
murah

dst

A
Dinas PU
A A

Rp. 500.000.000

Meningkatnya
pemenuhan atas

pendidikan

APK target 100%
APM target 100%

Meningkatnya

pemenuhan atas
kesehatan

Cakupan layanan
kesehatan
Target : 100%

Program
peningkatan
kualitas sarana
pendidikan

Rasio ruang kelas
terhadap siswa
Target 1:30

v

1. Pembangunan
sekolah

2. Pemeliharaan
ruang sekolah

3. dst

V- N
Dinas
P;ndidikgn

Rp. 500.000.000

Program
pengingkatan
kualitas sarana
kesehatan

Rasio puskesmas thd
satuan penduduk
Target : 1 : 500

y

Pembangunan
Pukesmas
Pengadaan alat
kesehatan

dst

A

Dinas Kesehatan
Y A

Rp. 500.000.000

RPJMD

RENSTRA
SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

SKPD

ANGGARAN




PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
DALAM MANAJEMEN KINERJA
a

\ T—
) 'Jt- TERUKUR
id

\_

@ Manajemen Kinerja I | "'I

Instansi Pemerintah

PRIORITAS
PEMBANGUNAN

JELAS

TERPERINCI

5

SEHINGGA SETIAP RUPIAH YANG DIBELANJAKAN

01 02 03 04 AKAN MEMILIKI MANFAAT SECARA JELAS DAN NYATA

. K|NERJA I . BAGI MASYARAKAT




KESALAHAN DALAM PERENCANAAN ) GIACorpu

Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah
Tidak jelas kinerja dan ukuran kinerja yang ingin dicapai

Indikator Kinerja Target
/T\ (0 Tujuan/sasaran tidak jelas atau tidak berorientasi hasil.\
il 111l 1l 0 Ukuran kinerja dan target tidak jelas atau tidak
Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah e berorientasi hasil.
/SKPD/OPD /SKPD/OPD /SKPD/OPD \ )

- - P

Program / Kegiatan tidak memberikan dampak

W - Sasaran - Sasaran . Sasaran
(= L=y i
Z:' =" Strategis =" Strategis W2 strategis ( )
8 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja 9 Program/kegiatan tidak memberikan dampak langsung
Target Target Target = terhadap sasaran strategis/ hasil.

ﬂ;ﬂ Program ﬁ;ﬂ Program ﬂ;ﬂ Program g Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
E ‘ﬁ.n Kegiatan ‘&.g Kegiatan ‘ﬁ.n Kegiatan \ )
2 @ Anggaran %{ Anggaran @ Anggaran

—
PEMBOROSAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH




2.2. TAHAP PELAKSANAAN: PENILAIAN ATAS KOMPONEN

PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
PENGENDALIAN INTERN
(UNSUR-SUBUNSUR SPIP)




ALUR PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP (FOKUS 4 TUJUAN SPIP)

! 2 3 PENILAIAN
PENILAIAN KUALITAS UNIT KERJA/SATKER PENILAIAN STRUKTUR DAN CAPAIAN 4 TUJUAN
PERENCANAAN OBJEK PENILAIAN PROSES (UNSUR SPIP) SpIp
l UNIT KERJA PENANGGUNG STRUKTUR DAN PROSES EFEKTIVITAS &
JAWAB PENCAPAIAN TUJUAN PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI IKU EFISIENS
PENILAIAN ATAS KUALITAS ORGANISASI PADA UNIT KERJA/SATKER - CAPAIAN OUTCOME

- CAPAIAN OUPUT

STRATEGI PENCAPAIANNYA
SATKER 1 SATKER 4 PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI
TUJUAN 2 PADA UNIT KERJA/SATKER

KEANDALAN LAPKEU

UNIT KERJA/ UNIT KERJA/
SATKER 2 SATKER 5

STRUKTUR DAN PROSES
PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI
TUJUAN 3 PADA UNIT KERJA/SATKER

STRUKTUR DAN PROSES
PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI
TUJUAN 4 PADA UNIT KERJA/SATKER

- OPINI ATAS LK BPK

UNIT KERJA/ UNIT KERJA/
SATKER 3 SATKER 6

ENABLER DALAM MENDUKUNG

PENCAPAIAN TUJUAN PENGAMANAN ASET
ORGANISASI

|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
SASARAN STRATEGIS DAN — UNIT KERJA UNIT KERIA/ I» STRUKTUR DAN PROSES
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
——b

- KEAMANAN
TUJUAN 1 SPIP: STRUKTUR DAN PROSES 4 ADMINISTRASI
UNIT PENANGGUNGJAWAB ‘ EFEKTIVITAS DAN [~ UNIT PENANGGUNGJAWAB O PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI - KEAMANAN HUKUM
PERENCANAAN DAN KINERJA EFISIENSI PERENCANAAN DAN KINERJA & |, 7| Ty3uAN 1 (SUBUNSUR 1.1 S.D. 5.2) - KEAMANAN FISIK
|
UNIT PENANGGUNG JAWAB ‘ TUJUAN2SPIP: | | UNIT PENANGGUNG JAWAB o| !, NGO ALIAN UMY UK SN ARA
> Ol
PENGELOLAAN KEUANGAN KEANDALAN LAPKEU PENGELOLAAN KEUANGAN T AN 2 (SUBUNSUR 11 5.0, & 9) KETAATAN
|
TRUKTUR DAN PROSE
UNIT PENANGGUNG JAWAB - TUJUAN 3 SPIP: | UNIT PENANGGUNG JAWAB O[] pen ot OALIAN U UK MENCAPA] - JUMLAH TEMUAN
> 9l
PENGELOLAAN BMN/D PENGAMANAN ASET PENGELOLAAN BMN/D ™1 UIUAN 2 (SUBUNSUR 11 8.0, 5.2) DALAM LHP BPK
] - KETERJADIAN
UNIT PENGAWASAN ‘ TUJUAN 4 SPIP: _| UNIT PENGAWASAN O] PENGSETI\FIQI;J EJXE BQ?UP}?,\(ZEE?; APA TIPIKOR
o o
INTERNAL/APIP KETAATAN INTERNAL/APIP IUAN 4 (SUBUNSUR 1180, & 9)




PENILAIAN
STRUKTUR DAN
PROSES
MERUPAKAN
PENILAIAN
PARAMETER SUB
UNSUR SPIP
(SEPERTI PADA
TOOLS PENILAIAN
SEBELUMNYA)
NAMUN DI-UPDATE
UNTUK MASING-
MASING TUJUAN
SPIP (4 KERTAS
KERJA) DAN
MENCAKUP
PARAMETER MRI
SERTA IEPK.

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Bobot Unsur/ Subunsur

Bobot Komponen

PENETAPAN TUJUAN 40.00%
Kualitas Sasaran Strategis 50.00%
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis 50.00%

Sﬂ'llll\lll AL DEDENCANAAN 100 ﬁﬁ%

STRUKTUR DAN PROSES 30.00% N
Lingkungan Pengendalian

Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) 3.75%
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) 3.75%
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) 3.75%
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4) 3.75%
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) 3.75%
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) 3.75%
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) 3.75%
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) 3.75%
Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko (2.1) 10%
Analisis Risiko (2.2) 10%
Kegiatan Pengendalian
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) 2.27%
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) 2.27%
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) 2.27%
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) 2.27%
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5) 2.27%
Pemisahan Fungsi (3.6) 2.27%
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7) 2.27%
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8) 2.27%
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9) 2.27%
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10) 2.27%
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11) 2.27%
Informasi dan Komunikasi
Informasi yang Relevan (4.1) 5%
Komunikasi yang Efektif (4.2) 5%
Pemantauan
Pemantauan Berkelanjutan (5.1) 7.50%
Evaluasi Terpisah (5.2) 7.50%

UB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES

100.00%

Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

Capaian Outcome 15%

Capaian Output 15%
Keandalan Pelaporan Keuangan

Opini LK 25%
Pengamanan atas Aset

Keamanan Administrasi 10%

Keamanan Fisik 5%

Keamanan Hukum 10%
Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan

Temuan Ketaatan 20%

SUB JUMLAH HASIL 100.00%

TOTAL BOBOT

100.00%




KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES

KERTAS KERJA
TUJUAN 1

Efektivitas dan
Efisiensi
Pencapaian
Tujuan Organisasi

¥

SPIP
MRI

KERTAS KERJA
TUJUAN 2

Keandalan
Pelaporan
Keuangan

¥

SPIP
MRI

KERTAS KERJA
TUJUAN 3

il

Pengamanan Aset
Negara

¥

SPIP
MRI

KERTAS KERJA
TUJUAN 4

wlha

Ketaatan terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan

¥

SPIP
MRI
IEPK

DISIMPULKAN MENJADI
SKOR STRUKTUR DAN
PROSES DI KERTAS
KERJA LEAD I

PARAMETER DALAM
SETIAP SUBUNSUR
DIARAHKAN KE EMPAT
TUJUAN SPIP

PARAMETER DALAM
SETIAP SUBUNSUR
MEMUAT KRITERIA-
KRITERIA PENILAIAN
MRI DAN IEPK



GAMBARAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES

1.1 | PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA (73\,
1 | K/L/D V V - A | ] Wawancara/ =7
menegakan Dokumentasi/
integritas Observasi
d?{(‘ nilai Vv V - B || Wawancara/ (..narasi..)
etika Dokumentasi/ | Simpulan:
Observasi Y - =MORUS. o o =
- \‘ .I - \‘
\ \% - (Ch || e, Wawancara/ I | (.narasi..) | (..narasi..) ! (v
~ Dokumentasi/ I | Simpulan: | Simpulan: ! ~
Observasi I Y Y "
\Y; Vv - D | v | Wawancara/ reTmTTT o '
Dokumentasi/
Observasi
V V - E | .. Wawancara/
Dokumentasi/
Observasi

*Contoh pengisian kertas kerja hasil pengujian pada slide berikutnya.




ALUR PENYIMPULAN

e 4 DAFTAR
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— PARAMETER

o FENEEILN PENGUJIAN

WAWANCARA | |
BANDINGKAN

SIMPULKAN \
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DICAPAI

Narasikan hasil pengujian dengan lengkap, runut, dan
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NILAI/SKOR

DOKUMEN =
KARAKTERISTIK A

KARAKTERISTIK B

KARAKTERISTIK C4

OBSERVASI = KARAKTERISTIK D

KARAKTERISTIK E
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CONTOH PADA KERTAS KERJA T1

Subunsur 3.2
Pembinaan SDM

Kriteria E:

Terdapat kebijakan yang
mengatur pembinaan SDM
untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi

Penjelasan:

Kebijakan telah mengatur:

- Prosedur pendidikan dan
pelatihan pegawai

- Rencana pengembangan karir
pegawai

- Sistem penilaian kinerja
pegawai

- Sistem kompensasi, program
kesejahteraan, dan fasilitas
pegawai

untuk seluruh pegawai baik
pimpinan maupun staf

Parameter:

Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan

organisasi.

Kriteria D:

Kebijakan terkait pembinaan
SDM telah dikomunikasikan
dan dipahami oleh pihak yang
berkepentingan

Penjelasan:

- Kebijakan telah dipahami oleh
penanggungjawab pengelolaan
SDM

- Kebijakan telah
dikomunikasikan kepada
pimpinan (struktural) dan
pegawai

Kondisi Kabupaten Sunagakure:

Kriteria C:

Pembinaan SDM telah
dilaksanakan sesuai
kebijakan/prosedur yang
ditetapkan organisasi

Penjelasan:

- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi

- Pembinaan SDM dilakukan
sesuai dengan perencanaan
yang disusun

- Perencanaan pembinaan
SDM disusun dengan
mempertimbangkan gap
kompetensi pegawai dan
penugasan yang akan
dilaksanakannya

- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man

Kriteria B:

Kebijakan dan implementasi
terkait pembinaan SDM
organisasi telah dievaluasi
sehingga dapat diketahui
efektivitasnya

Penjelasan:

Kebijakan dan implementasi
telah dievaluasi dengan
ketentuan:

- Berkala

- Terdokumentasi

- Dilakukan untuk menangani
residual risk

- Hasil evaluasi telah ditindak
lanjuti

- Perbaikan telah menghasilkan
kinerja yang lebih baik

Kriteria A:

Pembinaan SDM organisasi
telah diperbaiki secara
berkelanjutan dan secara
optimal mampu mendukung
pencapaian tujuan organisasi

Penjelasan:

- Pembinaan SDM telah
mampu menyesuaikan dengan
perubahan lingkungan strategis
- Pembinaan SDM telah
berhasil meningkatkan kinerja
yang memberikan dampak bagi
pencapaian tujuan organisasi

- Keberhasilan pencapaian
kinerja organisasi dapat
dihubungkan dengan
pembinaan SDM-nya

I Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan
I diklat. Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. Dinas Pertanian telah menugaskan pegawainya
I untuk mengikuti Diklat Penyuluh Pertanian sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mencapai Sasaran Strategis

| Pemkab. |




PENGUKURAN MRI
DALAM PARAMETER
SUBUNSUR SPIP

PENILAIAN SP|P

[
v

PENILAMAN SPIP

PENILAIAN FERETARAN
THLIAH

LOGEIEY B

MAPPING PAREMETER PENGUKURAN MRI DALAM PENGUKURAN SPIP

KAPABILITAS

PROSES MA

PERANGAHAN
FSKO

CUTDOME S

7. PENILAIAR STRUTUR
DM PROSES

Salumeir 13
Salursur 15
Smbupsur 13
Smbursur 2.9
Smbupsur 2.2
Sabumsur 4.9
Sabumesir 5.9

S

2 Paameta

¢ Paamelm
3 Parameler
2 Paramet i
3 Paramster

2 Parameler

PENILAIAN PERCAPALAM
TULILAH

1 Paamaiar

JUNILAH

¢ Faramater

4 Paramesar

1 Faampler

¢ Paramnies

1 Faramminr

10 Parameder

1 Paramsinr

1 Paramstar

Penilaian Penilaian
Penetapan Tujuan Pencapaian Tujuan
AREAKOMPONEN MILAI
FEHMILAIAN MRI AWOE HIEEE [SKOR X BOBOT)
PERENCAMAAN : 40,00% 1,40
EUALITAS PEREMCAMNSAN 3.50 40, 00% 1,40
HKAPABILITAS 30,00% 0,58
KEPEMIMPINAN 1.89 5,00% (.09
KESIJAKAN MAMAJEMEN RIQIKO | | 175 5 00% 0,09
SUMBER Dva¥A MANUSEE 2,00 5, 00% 1,110
KEMITRAAN s BN 250 (1,08
FROSES MANAJEMEN RISIKO 186 12 50% 0,23
HASIL 30,00% 0,68
ARTIVITAS PENANGANAN RISIKOD | | 152 18 T5% (1,34
QUTCOMES 3 11,25% 0,34
267

< SKOR Komponen = Nilai Rata2
Parameter Pada komponen




PENGUKURAN IEPK
DALAM PARAMETER

MAPPING PAREMETER PENGUKURAN IEPK DALAM PENGUKURAN SPIP

S U B U N S U R S P I P BREAMOMBONEN PEMILEAGH (IPK
RAPASILITAS FENGELCLAAN FISID BORUPE FERERAPAN STRATEG] PENCEGARAN i PEMANGANAN FEIADUAN BORLIFS]
EESLAKAN SEPERANGEAT | DLEUNGEN PLWES | PEMBELALGR |ASESMEN | SALLBAN KEPEMIMFENAN [MTEGRITAS  [IELIMETIS  (INVESTIGES TTH DN
PENILAMMEPIP  [ANTIKORRSE [SETEMAMTI (SUSBER  |EUASE DAK |.!lH-!.HII DAN MITIGAS| | PELAFORAN  |ETIS URGANBAS PHINSIP KEIFERTH
E0R1FS| [k WENEIARG] [KOFURl  (RSRD HTERNALY ARG TIREL
RORLPE SFEKTF DN
. SREDHILL
1. FEMILALEN STRUKTLR TN PROSE I .
Subunsur 11 ‘.Iunrheter I paraine tef 1 paranpker Ipraneter |1 parenetes |1 parameter 1 puarammiebar
Subunsur 13 I |1 parsnater |1 parameter 1 pasirneber
Subiinzir 2.7 I Imarametet
—AM—J 1 parameter
I harrlah Iparimeter  |ipaeeter |lpanmeter Lparameter |Lpwaneter [Ipsmmeter |ipwwmetsr [Ipanmetsr  |ipwwneter psrwmetsr [ parameter 1 parnstey
PILAR | BOBOT SKOR NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKq KORUPSI 48% 0,80
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI 9,60% 1,50 0,14
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI 7,20% 1,50 0,11
DUKUNGAN SUMBER DAYA | 7,20% 1,88 0,14
POWER (KUASA & WEWEWANG) 14,40% 1,88 0,27
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI I 9,60% 1,50 0,14
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAH 36% 0,62
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI 9,00% 1,82 0,16
SALURAN PELAPORAN INTERNAL 'ANG EFEKTIF 3,60% 1,95 0,07
DAN KREDIBEL
KEPEMIMPINAN ETIS == 0 = =0000== =p§ 1,88 0,17
INTEGRITAS ORGANISASIONAL 7,20% 1,50 0,11
IKLIM ETIS PRINSIP 7,20% 1,50 0,11
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI 16% 0,24
INVESTIGASI 8,00% 1,50 0,12
TINDAKAN KOREKTIF 8,00% iy s 0,12

TOTAL 100% 1,66



Pengamanan
Aset Negara

Keandalan
Pelaporan Keuangan

Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-
undangan

Efektivitas dan Efisiensi
Pencapaian
Tujuan Organisasi

- Capaian Outcome (efektivitas)
- Capaian Output (efisiensi)

/ PENGENDALIAN \

1.1 Integritas dibangun sesuai
karakter organisasi (misal:
kode etik tenaga kesehatan,
kode etik penyuluh pertanian,
kode etik pelayanan, kode etik
tenaga pendidik, dsb.) dalam
rangka mencapai tujuan
organisasi.

1.5 Pendelegasian wewenang
diberikan untuk memperlancar
pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian tujuan misal
pendelegasian wewenang
perizinan, pencetakan
dokumen kependudukan di
kecamatan s.d. kelurahan, dsb.

3.3 Sistem informasi dibangun
dan dikelola untuk mendukung
pencapaian tujuan organisasi
misalnya sistem yang terkait
dengan pengelolaan data

Qarizinan, kependudukan, dsy

®

Opini BPK-RI atas LK K/L/P

o

PENGENDALIAN

1.1 Integritas dibangun dalam
proses pengelolaan keuangan
di organisasi tsb. misal
larangan rangkap jabatan
pengelola keuangan untuk
menghindari conflict of interest,
penandatanganan SPTJM
untuk pengeluaran tanpa bukti
yang memadai, dsb.

1.5 Pendelegasian wewenang
diberikan untuk memperlancar
pelaksanaan pengelolaan
keuangan misal dari PA kepada
KPA, Bendahara kepada
Bendahara Pembantu, dsb.
Pendelegasian terkait
pembebadan anggaran dsb.

3.3 Sistem informasi dibangun
dan dikelola untuk mendukung
keandalan pencatatan dan
akuntabilitas penggunaan
sumber daya keuangan misal

KSIMDA, SIPD, SPAN, dSb./

®

- Pengamanan Administrasi;
- Pengamanan Hukum; dan
- Pengamanan Fisik.

= =

PENGENDALIAN

1.1 Integritas dibangun dalam
proses pengelolaan aset di
organisasi tsb. misal adanya
keharusan pejabat pengadaan
dan pemeriksa barang dijabat
orang yg berbeda untuk
memastikan spesifikasi yg
diterima tepat, larangan
bertemu antara penyedia
dengan PPK, larangan
penggunaan aset untuk
keperluan pribadi dsb.

1.5 Pendelegasian wewenang
diberikan untuk memperlancar
pelaksanaan pengelolaan aset

3.3 Sistem informasi dibangun
dan dikelola untuk mendukung
keandalaan pencatatan aset,
pengamanan aset, dan
pengelolaan aset lainnya dari
pengadaan s.d penggunaan

k misal SIMDA BMD

- Temuan Ketidakpatuhan
dalam LHP BPK
- Keterjadian Tipikor

- =

PENGENDALIAN

1.1 Integritas dibangun dalam
upaya mencegah
ketidakpatuhan thdp peraturan
perundangan dan upaya
pencegahan fraud/korupsi
seperti kegiatan penyuluhan
anti korupsi, pembangunan
value organisasi melalui ICV,
bintal/kerohanian sesuai
keyakinan masing-masing, dsb.

1.5 Pendelegasian wewenang
misal dalam penjatuhan
hukuman disiplin secara
berjenjang (Gol IV s.d. I)

3.3 Sistem informasi dibangun
dan dikelola dalam rangka
mencegah penyimpangan thdp
SOP dan mengurangi risiko
fraud dalam pelaksanaan tugas
pemerintahan seperti system
Wistle Blowing, pengaduan

masyarakat, pemantauan
\ pelayanan publik, dsb. J




PENENTUAN TEKNIK PENGUJIAN

. F o '8
. s | WAWANCARA '% | DOKUMEN OBSERVASI
A\ l. - b . ] 4 /
\ ™ - e
OBJEK PENILAIAN PENDEKATAN LINGKUP
» Pihak yang memahami proses bisnis » Kaitkan dengan 4 Tujuan SPIP,  Wawancara, observasi, dan
organisasi, » Berdasarkan kriteria dalam penggalian bukti dokumen disesuaikan
» Bukti/berkas yang sesuai/relevan dengan parameter subunsur SPIP, dengan proses bisnis organisasi;
parameter, dan manajemen risiko,dan » Dilakukan dalam lingkup pengujian
« Kegiatan yang berlangsung/kondisi yang pengendalian korupsi kualitas perencanaan, struktur dan

didapati di lingkungan organisasi yang dinilai. proses, pencapaian hasil.
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PILIHAN JAWABAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN PROSES

SPIP MANAJEMEN RISIKO

A INDEKS

B INDEKS EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN
C KORUPSI

N

PERBAIKAN BERKELANJUTAN DAN
PENGENDALIAN OPTIMAL

IMPLEMENTASINYA
Pilihan “A” merupakan

|

|
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN I pilihan yang
|
|
|

EVALUASI ATAS KEBIJAKAN DAN B P N ~

menggambarkan kondisi
optimal dan digradasi
menurun hingga pilihan “E”
yang menunjukkan kondisi
pengendalian paling lemah

PENGKOMUNIKASIAN & PEMAHAMAN
ATAS SUBSTANSI KEBIJAKAN

_—_—_’

FORMALITAS DAN KUALITAS
KEBIJAKAN \ 7/



CONTOH KERTAS KERJA DAN PENYIMPULAN HASIL PENGUJIAN

N
1.3 | KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF (\3 )
2 | Pimpinan K/L/D V V - A | ] Wawancara/
mengalokasikan Dokumentasi/
sumber daya Observasi
untuk :
V V - B | | Wawancara/ (..narasi..)
pmeannearjaeﬁgn Dokumentasi/ | Simpulan:
. Observasi Y
risiko — _L_MODUS__ 1| _______ - =
v | Vv | - TC) | | e, Wawancara/ (| (.narasi..) | (..narasi..) | (Y,
N c | 0 0 SN ?
Dokumentasi/ 1 | Simpulan: | Simpulan:
Observasi | Y Y
\% \ - D | | Wawancara/
Dokumentasi/
Observasi
\% \ - E || Wawancara/
Dokumentasi/

Observasi




PENENTUAN KERTAS KERJA KERTAS KERJA KERTAS KERJA KERTAS KERJA
T2 T3 T4

SKOR DAN H

AREA OF
IMPROVEMENT a ) a ) a ) a =
O O O

Ketaatan terhadap

Efektivitas dan
. ) Keandalan
Efisiensi Pengamanan Aset Peraturan
: Pelaporan
Pencapaian Negara Perundang-
Keuangan
undangan

Tujuan Organisasi

¥ ¥

KERTAS KERJA LEAD I

SKOR
STRUKTUR - . oy,
DAN rCatatan Hasil »
PROSES Penilaian I
\ - -




CONTOH PENILAIAN
STRUKTUR DAN PROSES PADA PEMDA



Tujuan:

Mis Stabilitas Ekonomi Daerah >asaran:
Memperkuat ana Berkualitas Menvebar Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan
Kapasitas yang ' y ' Daerah Disertai Kesejahteraan Petani, dan

dan Inklusif Berbasis Potensi
Unggulan

Ekonomi Rakyat

Peran Investasi Terhadap Ekonomi Daerah

Peningkatan Produksi
Padi dan Hasil Tani s

DINAS PERTANIAN &

........ Pertumbuhan Sektor Pertanian,
PERIKANAN

Kehutanan, dan Perikanan

Pertumbuhan Sektor Industri
Pengolahan

2 - h ktor P
4®! | u: x®4' | W Ob ertumbuhan Sektor Perdagangan dan
Jasa
DINAS PERDAGANGAN Nilai Tukar Petani

_______ uvoyHU @A U Y 4 UyoktEDAu ™ okA
iR ul4

DINAS KEHUTANAN

0
0
0
0
0
0
0
.0
0

Industri Agro Menjadi
Pemasok Industri

Sertifikasi Mutu
Barang dan Komoditi

Peningkatan Destinasi

Wisata dgn Keunikan s DINAS PARIWISATA
Lokal Khas Daerah

(NM1) NVHYSVS HOLVMIANI

=
<
o
O
@)
o
a
o
O
—
<
N
()]
Z

Peningkatan Capaian
Realisasi PMA dan D

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP

PMDN

Penilaian DIUJI PENETAPAN ; - ) ) KERTAS KERJA
) TUJUANNYA DAN | "6 6 0% P Strategi sudah dipilih Indikator ditetapkan PERENCANAA

Kualitas INDIKATORNYA dengan sesuai? dengan tepat? N

Perencanaan e -



PENILAIAN DINAS PM DAN PTSP Sl DINAS DINAS PARIWISATA DINAS KEHUTANAN UJI AHULU BAGAIMANA
PRI P TR PERDAGANGAN INSTANSI PEMERINTAH (IP)

MEMBANGUN LINGKUNGAN

STRUKTUR ‘ PENGENDALIAN
DAN PROSES INDIKATOR TUJUAN SPIP

KESIMPULAN
SEIIES Keandalan Pengamanan A
dan Efisiensi PREIEIE Aset Negara Terhadap
Keuangan Per-UU-an
11 Pegawai menegakan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan N N N v e
' tugas dan fungsi organisasi
12 Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh v v v v v
' SDM yang kompeten
Pimpinan organisasi mendukung penerapan pengendalian intern v v v v v
1.3 dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk
meningkatkan kinerja
Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung v v v - >
1.4 pelaksanaan probis dan masing-masing unit mendukung
pencapaian sasaran strategis organisasi
Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang v - - - -
15 tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan
efisiensi
Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM - - - ~ <~
1.6 sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai
tujuan organisasi
Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik - - - v -
1.8 (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian

tujuan organisasi
LINGKUNGAN PENGENDALIAN DIBANGUN SEBAGAI PONDASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN SPIP, MR, DAN PENGENDALIAN KORUPSI

Lanjut Slide Berikutnya



PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN Efektivitas dan Efisiensi Kea”‘f;igr';e;ipora” Pengamanan Aset Negara Ketaatan Thdp Per-UU-an

1
i PENCATATAN 1JIN TERBIT DOKUMENTASI KELEMAHAN AKSES
i MO'\%TDOAwﬁUCé*APTA'AN DAN PENCABUTAN 1JIN PERIZINAN DIGITAL SISTEM DAN DATA ~
] TIDAK INTEGRASI HILANG/CORRUPTED PERIZINAN c
=z
i »
e esEs I PEIT@;R/TSST%\]AEEJA KETERBATASAN SARANA PRASARANA KELEMAHAN SISTEM =
I KOMPETENSI SDM KURANG MEMADAI OTORISASI PERIZINAN 5
I REALTIME N
1
1
Peningkatan Capaian ! JENJANG PELAPORAN RANGKAP FUNGSI
. . 1 -
Realisasi PMA dan PMDN I MASING-MASING FUNGSI PELAYANAN, VERIFIKASI, KAPAS';@?;;’EUNGAN DAN T_Eﬁ,\IOYFA{'S'KO
! BELUM REALTIME OTORITASI

v v

Kebijakan sampai dengan implementasi reviu kinerja dilakukan dalam
3.1 REVIU KINERJA rangka mengatasi kendala-kendala dan perbaikan strategi
pencapaian target DPMPTSP.

Otorisasi atas transaksi yang terdapat pada proses bisnis DPMPTSP

3.7 OTORISASI ditetapkan dalam kebijakan sehingga hanya orang yang diberikan

TRANSAKSI wewenang dapat bertindak sebagai otorisator, seperti
penandatanganan perizinan.

Pembinaan SDM direncanakan dalam renstra dan diimplementasikan INESTRRTEET CITUTEEN RISl [PEMEEEE VRN ENITED C [pnsisiEn

3.2 PEMBINAAN SDM dalam rangka mengatasi gap kompetensi terkait dengan perizinan, Siig) PENCAIATLN IR, [ |n\_/esta3|, masa _berlak_u, (L perizinan, FEREENEIED R
s . AKURAT masuk, serta informasi penting lainnya sebagai input pelaporan dan
penanaman modal, komunikasi, pelayanan publik, dsb. monitoring

Pengeloaan TI dipayungi kebijakan/desain dan rencana kebutuhan TI
secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pelaksanaan

Pembatasan akses baik secara digital maupun fisik terhadap sistem

3.9 PEMBATASAN pencatatan dan otorisasi, serta sumber daya yang dimiliki DPMPTSP

AKSES

3.3 PENGENDALIAN
SISTEM TI

pelayanan perizinan dan promosi terkait investasi. diperlukan untuk menjaga keamanan data dan informasi.
Sarana dan prasarana disiapkan dan dilindungi keamanannya dengan
3.4 PENGENDALIAN sistem pengelolaan aset untuk keamanan pencatatan dan
ASET penggunaan serta pengamanan fisik melalui administrasi kepemilikan,

pembatasan, dsb.

Ukuran kinerja dan target kinerja ditetapkan dalam kebijakan dan Dokumentasi secara fisik maupun digital dilakukan dalam rangka

PSINOKATOR o g sk v (o v oo vor | OAMOORNENTASH el porsian s G i peing o
kinerja yang dievaluasi secara berkelanjutan. 9 rjadi sejax pengaj In. p ’ P 9
dan penerbitan ijin investasi.
3.6 PEMISAHAN e ';kkS:‘n”a ( DPMPTSE d:r‘]‘sggek jr?de(;"a':;';” Sopn zeh'snggi KEGIATAN PENGENDALIAN MERUPAKAN MITIGASI RISIKO TERKAIT RISIKO ATAS 4 TUJUAN
: b gSI-IUngst - pengecekan. r-nya  s€l SPIP DAN SECARA BERKALA DIEVALUASI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA KEGIATAN-
FUNGSI pengajuan sampai dengan penerbitan izin, tidak ada unit/bagian yang

KEGIATAN TERSEBUT MASIH RELEVAN DAN EFEKTIF.

melaksanakan fungsi yang sama.



MENGUATKAN . AUDIT | MELAKSANAKAN EVALUASI KAP

PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH " PERAN APIP B CHARTER TERPISAH APIP

INDIKATOR
TUJUAN

Menetapkan Visi Misi Tujuan Strategis SPIP

Menetapkan Kebijakan-Kebijakan Kebijakan Pengendalian Intern, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Manajemen SDM, Manajemen

Penyelenggaraan SPIP Keuangan dan Aset, Kebijakan Tl dan E-Gov, Reformasi Birokrasi, dan Lainnya Efektivitas

dan Efisiensi

Keandalan
Pelaporan
Keuangan

MEMBANGUN LINGKUNGAN PIMPINAN ORGANISASI/UNIT

16 == 15 == 14 == 13 == ]2 == 11 PENGENDALIAN KERJA

Pengamanan
Aset Negara

RISIKO RISIKO
STRATEGIS OPERASIONAL

MELAKUKAN PENILAIAN Uraian IKU
RISIKO

Ketaatan
Terhadap

INFORMASI & KOMUNIKASI

1
3.3 MELAKUKAN 1 Per-UU-an
3k|1NREI|E?\SI,3 3.2 PESN[I)BNIINAAN AT s he DAFTAR RISIKO STRATEGIS
SISTEM Tl PENGENDALIAN !
1
a4 i DINILAI
' 3.5 INDIKATOR 3.6 PEMISAHAN I CAPAIANNYA
PENGEé\IEDTALIAN KINERIA CUNGS| I DAFTAR RISIKO OPERASIONAL DENGAN KK
! STRUKTUR DAN
» i PROSES
3.7 OTORISAS PENCATATAN | 39 PEMBATASAN ] RISIKO PRIORITAS (HIGH RISK) - '— =
TRANSAKS AKURAT AKSES ¢ DITETAPKAN SESUAI SELERA
' RISIKO I  skorDAN |
L i | AREAOF |
$ | PROUEN |

) R ——
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN,

MONEYV KINERJA, TL HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN, DSB.



CONTOH PENGISIAN KERTAS KERJA



KERTAS KERJA T1
Subunsur 3.2
Pembinaan SDM

Kriteria E:

Terdapat kebijakan yang
mengatur pembinaan SDM
untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi

Penjelasan:

Kebijakan telah mengatur:

- Prosedur pendidikan dan
pelatihan pegawai

- Rencana pengembangan karir
pegawai

- Sistem penilaian kinerja
pegawai

- Sistem kompensasi, program
kesejahteraan, dan fasilitas
pegawai

untuk seluruh pegawai baik
pimpinan maupun staf

Parameter:

Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan

organisasi.

Kriteria D:

Kebijakan terkait pembinaan
SDM telah dikomunikasikan
dan dipahami oleh pihak yang
berkepentingan

Penjelasan:

- Kebijakan telah dipahami oleh
penanggungjawab pengelolaan
SDM

- Kebijakan telah
dikomunikasikan kepada
pimpinan (struktural) dan
pegawai

Kondisi Kabupaten Sunagakure:

Kriteria C:

Pembinaan SDM telah
dilaksanakan sesuai
kebijakan/prosedur yang
ditetapkan organisasi

Penjelasan:

- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi

- Pembinaan SDM dilakukan
sesuai dengan perencanaan
yang disusun

- Perencanaan pembinaan
SDM disusun dengan
mempertimbangkan gap
kompetensi pegawai dan
penugasan yang akan
dilaksanakannya

- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man

Kriteria B:

Kebijakan dan implementasi
terkait pembinaan SDM
organisasi telah dievaluasi
sehingga dapat diketahui
efektivitasnya

Penjelasan:

Kebijakan dan implementasi
telah dievaluasi dengan
ketentuan:

- Berkala

- Terdokumentasi

- Dilakukan untuk menangani
residual risk

- Hasil evaluasi telah ditindak
lanjuti

- Perbaikan telah menghasilkan
kinerja yang lebih baik

Kriteria A:

Pembinaan SDM organisasi
telah diperbaiki secara
berkelanjutan dan secara
optimal mampu mendukung
pencapaian tujuan organisasi

Penjelasan:

- Pembinaan SDM telah
mampu menyesuaikan dengan
perubahan lingkungan strategis
- Pembinaan SDM telah
berhasil meningkatkan kinerja
yang memberikan dampak bagi
pencapaian tujuan organisasi

- Keberhasilan pencapaian
kinerja organisasi dapat
dihubungkan dengan
pembinaan SDM-nya

| Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan I
I diklat. Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya I
I untuk mengikuti Diklat Investasi dan Penanaman Modal sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mencapai Sasaran |
| Strategis Pemkab. |




KERTAS KERJA T2
Subunsur 3.2
Pembinaan SDM

Kriteria E:

Terdapat kebijakan yang
mengatur pembinaan SDM
untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi

Penjelasan:

Kebijakan telah mengatur:

- Prosedur pendidikan dan
pelatihan pegawai

- Rencana pengembangan karir
pegawai

- Sistem penilaian kinerja
pegawai

- Sistem kompensasi, program
kesejahteraan, dan fasilitas
pegawai

untuk seluruh pegawai baik
pimpinan maupun staf

Parameter:

Pembinaan SDM terkait pengelolaan keuangan dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal
dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kriteria D:

Kebijakan terkait pembinaan
SDM telah dikomunikasikan
dan dipahami oleh pihak yang
berkepentingan

Penjelasan:

- Kebijakan telah dipahami oleh
penanggungjawab pengelolaan
SDM

- Kebijakan telah
dikomunikasikan kepada
pimpinan (struktural) dan
pegawai

Kriteria C:

Pembinaan SDM telah
dilaksanakan sesuai
kebijakan/prosedur yang
ditetapkan organisasi

Penjelasan:

- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran
organisasi

- Pembinaan SDM dilakukan
sesuai dengan perencanaan
yang disusun

- Perencanaan pembinaan
SDM disusun dengan
mempertimbangkan gap
kompetensi pegawai dan
penugasan yang akan
dilaksanakannya

- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man

Kriteria B:

Kebijakan dan implementasi
terkait pembinaan SDM
organisasi telah dievaluasi
sehingga dapat diketahui
efektivitasnya

Penjelasan:

Kebijakan dan implementasi
telah dievaluasi dengan
ketentuan:

- Berkala

- Terdokumentasi

- Dilakukan untuk menangani
residual risk

- Hasil evaluasi telah ditindak
lanjuti

- Perbaikan telah menghasilkan
kinerja yang lebih baik

Kriteria A:

Pembinaan SDM organisasi
telah diperbaiki secara
berkelanjutan dan secara
optimal mampu mendukung
pencapaian tujuan organisasi

Penjelasan:

- Pembinaan SDM telah
mampu menyesuaikan dengan
perubahan lingkungan strategis
- Pembinaan SDM telah
berhasil meningkatkan kinerja
yang memberikan dampak bagi
pencapaian tujuan organisasi

- Keberhasilan pencapaian
kinerja organisasi dapat
dihubungkan dengan
pembinaan SDM-nya

Kondisi Kabupaten Sunagakure:

I Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan diklat.
I Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti
I Diklat Pengelolaan Keuangan dan Diklat Pelaporan Keuangan sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mendukung

| keandalan pelaporan keuangan.
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KERTAS KERJA T4
Subunsur 2.2
Analisis Risiko

Kriteria E:
Penilaian risiko korupsi tidak
berjalan

Penjelasan:

Unit kerja tidak pernah
melakukan penilaian risiko
korupsi yang dapat digunakan
dalam rangka mitigasi risiko
dan penyusunan kebijakan.

Parameter:

Terdapat kegiatan yang terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis probabilitas dan signifikansi
dampak bila suatu praktik korupsi terjadi dan mengevaluasinya dalam rangka menentukan respons yang tepat

terhadapnya, yang menjangkau seluruh kegiatan utama organisasi dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian
memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan.

Kriteria D:

Unit kerja telah melakukan
identifikasi skenario/modus dan
penyebab korupsi namun
belum dilakukan penilaian atas
risiko korupsi yang
teridentifikasi

Penjelasan:

Unit kerja telah melakukan
identifikasi risiko korupsi namun
belum dilakukan penilaian atas
risiko tersebut sehingga belum
diketahui risiko mana yang
mempunyai tingkat keterjadian
dan dampak yang tinggi
maupun yang rendah.

Kondisi Kabupaten Sunagakure:

I DPMPTSP pada Pemkab Sunagakure sudah mengidentifikasi risiko, menyusun Risk Register dan RTP. Namun risiko terkait risiko korupsi

Kriteria C:

Asesmen risiko korupsi pada
beberapa kegiatan utama telah
menghasilkan peta risiko
korupsi dan rencana tindak
pengendalian dan terjadwal

Penjelasan:

Penilaian risiko korupsi telah
dilakukan atas risiko yang
diidentifikasi unit organisasi
atau unit manajemen risiko.
Peta risiko telah disusun dan
rencana mitigasi dan
pengendalian risiko korups
telah diputuskan namun belum
terdapat evaluasi atas rencana
pengandalian risiko tersebut.

I belum diidentifikasi dan dimasukkan dalam Risk Register dan belum disusun RTP-nya.

Kriteria B:

Asesmen risiko korupsi pada
kegiatan utama telah
menghasilkan peta risiko
korupsi dan rencana tindak
pengendalian dan terjadwal.
Ada bukti RTP dilaksanakan.

Penjelasan:

Asesmen risiko yang dilakukan
unit kerja dapat digunakan
sebagai bahan penyusunan
rencana tindak pengendalian
dan unit kerja secara berkala
mencatat dan mengevaluasi
pelaksanaan rencana tindak
pengendalian.

Kriteria A:

Rencana tindak pengendalian
hasil asesmen risiko korupsi
baik pada kegiatan utama
maupun kegiatan pendukung
telah dilaksanakan dan
updating register risiko korupsi
dilakukan secara periodik dan
konsisten

Penjelasan:

Seluruh proses manajemen
risiko telah dilaksanakan oleh
unit organisasi mulai dari
identifikasi risiko korupsi,
asesmen risiko korupsi,
penyusunan rencana tindak
pengendalian, evaluasi
pelaksanaan rencana tindak
pengendalian dan pemutahiran
risiko korupsi secara berkala.




2.3. TAHAP PELAKSANAAN: PENILAIAN ATAS KOMPONEN Il

PENILAIAN ATAS CAPAIAN
INDIKATOR HASIL (4 TUJUAN SPIP)




mooOw>

- Capaian Outcome (efektivitas
pencapaian tujuan organisasi)

PENILAIAN

mooOw>

. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK =5 selama 4th berturut dan . .. . . : 270%-90%

tidak mempengaruhi opini B C_apa'ai? Qutput) (efisiensi pencapaian : 250%-70% P E N CA PA IA N
. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 selama 3th berturut dan tujuan kegiatan : 0-50%

tidak mempengaruhi opini f TUJ UAN

. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK =<5 selama 2th berturut dan
tidak mempengaruhi opini
. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 dalam TA terakhir dan

tidak mempengaruhi opini EFEKTIVITAS

. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK >5 dalam TA terakhir

DAN EFISIENSI
PENCAPAIAN
/ TUJUAN
- Pengamanan Administrasi (kualitas
_ KETAATAN penatausahaan);
Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP <  TERHADAP TUJUAN - Pengamanan Hukum(upaya melindungi
BPK PENYELENGGARAAN keabsahan kepemilikan);
Keterjadian Tipikor PERATURAN SpIp _ Pengamanan Fisik (upaya mengatasi
penurunan fungsi).
4
L IR 9 U e i -
m}éﬁ!zgliane?pdl:gr: KEANDALAN A. WTP min. 5x berturut, tidak ada catatan terkait aset,
J peng Y PELAPORAN selama 5th tidak terdapat aset bermasalah hukum dan
skor keﬂseluru.harll 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
(veto) jika terjadi KEUANGAN B. WTP min. 3x berturut, tidak ada catatan terkait aset,

selama 3th tidak ada aset bermasalah hukum dan 100%
BMN/D berfungsi baik dan aman

C. WTP min. 1x, masih ada catatan terkait aset, selama 2th
tidak ada aset bermasalah hukum, 100% BMN/D berfungsi
baik dan aman

D. WDP/terdapat catatan terkait aset, terdapat aset
bermasalah hukum namun tidak mempengaruhi opini
BPK, 75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman

E. Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar dan/terdapat
catatan terkait aset, terdapat aset bermasalah hukum
yang mempengaruhi opini BPK, <75% BMN/D berfungsi
baik dan aman

Opini BPK-RI atas LK K/L/P
: WTP min. 5x berturut-turut tanpa temuan berulang
: WTP 3-4x berturut-turut tanpa temuan berulang
: WTP 1-2x berturut-turut, ada temuan berulang
: WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas
: Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar



PENILAIAN ATAS PENCAPAIAN TUJUAN — Alur Penilaian

Penilaian atas

Pencapaian
Tujuan

Sumber Informasi

Simpulan

Langkah Kerja

IR

Efektivitas dan
Efisiensi Pencapaian
Tujuan

» Dapatkan Perkin Kepala K/L/D
dan Laporan Kinerja K/L/D

» Dapatkan Perkin Kepala Satker
dan Laporan Kinerja Satker

» Hitung rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama dari
Sasaran Strategis K/L/D.

Capaian Outcome

» Hitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan
satuan kerja

Capaian Output

Keandalan Pelaporan
Keuangan

Dapatkan Buku | dan Buku Il LHP
BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5
tahun terakhir.

Identifikasi informasi terkait Opini Laporan Keuangan K/L/D
dalam 5 tahun terakhir.

» Capaian subkomponen Keandalan
Pelaporan Keuangan;
* Subunsur SPIP terkait.

Pengamanan atas Aset

Dapatkan Buku | dan Buku Il LHP
BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5
tahun terakhir.

 Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan
administrasi BMN/D dalam 5 tahun terakhir;

» Capaian pengamanan administratif
BMN/D;
* Subunsur SPIP terkait.

 Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalaha
kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun terakhir;

» Capaian pengamanan hukum
BMN/D;
* Subunsur SPIP terkait.

* Hitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik
dan aman dalam 5 tahun terakhir.

» Capaian pengamanan fisik BMN/D;
e Subunsur SPIP terkait.

Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-
undangan

» Dapatkan Buku Il LHP BPK-RI
atas LK K/L/D, untuk 4 tahun
terakhir;

» Dapatkan informasi terkait
keterjadian korupsi di K/L/D.

e Hitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;

» Capaian ketaatan dalam LHP BPK-
RI;
e Subunsur SPIP terkait.

« Identifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik
atau minimal pejabat eselon Il dalam periode yang dinilai
dan/atau saat penilaian.

Veto atas hasil penilaian subunsur
terkait




KK

LEAD Il

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

Pencapaian Tujuan Capaian
No. K/L/D
Indikator | Definisi Indikator Cara Pengukuran
A Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
1. | Capaian Outcome Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari 3
sasaran strategis K/L/D
2. Capaian Output Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan Menghitung rata-rata pencapaian indikatoroutput dari 5
kegiatan satuan kerja
B Keandalan Pelaporan Keuangan
Opini atas LaporanKeuangan — BPK Rl Penilaian atas kewajaran penyajian LaporanKeuangan Instansi | Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangandalam 5 g
Pemerintah oleh BPK RI tahun terakhir, yang terdiri dari:
- TMP
TW
WDP
WTP-DPP
WTP
C Pengamanan atas Aset Negara/Daerah
1. Keamanan Administrasi Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalamrangka Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan 3
mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi administrasi aset dalam 5 tahunterakhir
2. Keamanan Hukum Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/ BMD dari Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait 3
persengketaan, gugatan, dan beralihnya permasalahan hukum aset dalam 5 tahun
kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah terakhir
3. | Keamanan Fisik Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi,jumlah, Menghitung persentase BMN/BMD dalam 2
serta hilangnya barang kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahunterakhir
D Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
1. | Jumlah Temuan Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK 5
atas Ketidakpatuhandalam LHP BPK RI RI pada subbab Temuan atas KetidakpatuhanTerhadap RI terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan
Peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan.
2. Keterjadian TindakPidana Korupsi Keterjadian tindak pidana korupsi pejabat politikatau Mengidentifikasi kasus korupsi yang melibatkanpejabat Ya
minimal pejabat eselon Il dalam tahun dan/atau saat politik atau minimal pejabat eselon Il dalam tahun dan/atau
penilaian saat penilaian




| Efektivitas dan Efisiensi
Pencapaian Tujuan

Gambaran Umum Skor

A :>100%

Efektivitas dan efisiensi dalam
PP 8/2006 dan Perpres 29/2014;

B : 290%-100%

Pemahaman atas keseluruhan
siklus pengelolaan keuangan
Negara/Daerah;

C:270%-90%

: D : 250%-70%
Keterkaitan dengan dua

komponen penilaian

sebelumnya? E:0-50%

Pengukuran

Menghitung rata-rata
pencapaian indikator kinerja
utama dari sasaran strategis

K/L/D;

Menghitung rata-rata
pencapaian indikator output
dari kegiatan satuan kerja.


about:blank

Alur — Penilaian Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan

Penilaian atas :
Pencapaian e e Oumber Informasi ~ Langkah Kerja
Tujuan

- Simpulan
g Penilaian
« Hitung rata-rata pencapaian Indikator

Kinerja Utama dari Sasaran Strategis | Capaian Outcome

K/L/D.
Efektivitas dan » Dapatkan Perkin Kepala K/L/D
Efisiensi dan Laporan Kinerja K/L/D
Pencapaian » Dapatkan Perkin Kepala Satker
Tujuan dan Laporan Kinerja Satker » Hitung rata-rata pencapaian indikator

output dari kegiatan satuan kerja Capaian Output




Alur Pengisian KK
T1

Pencapaian Tujuan
Tahun X-1

KK 5.1 — Capaian Outcome
- Sasaran strategis sampel scoring % realisasi capaian
- Hasil penilaian kualitas target outcome

sasaran strategis

KK 5.2 — Capaian Output
- Sasaran strategis sampel scoring
- Hasil penilaian kualitas
sasaran strategis

% realisasi capaian
target output

Sumber data:
LKJIP



Setelah Penilaian
Tahun Inisial

KK Penetapan Tujuan KK Pencapaian Tujuan
Tahun X

Tahun X+1

KK 1 - Sasaran KLD

KK 5.1 — Capaian Outcome
- Sasaran strategis sampel Input - Sasaran strategis sampel scoring % realisasi capaian
- Hasil penilaian kualitas - Hasil penilaian kualitas target outcome
sasaran strategis sasaran strategis

KK 2 - Sasaran Satker KK 5.2 — Capaian Output 0 .. .

. . , % realisasi capaian
Sasaran strategis sampel Sasaran strategis sampel scoring
- Hasil penilaian kualitas

- Hasil penilaian kualitas target output
sasaran strategis sasaran strategis

Input -

Sumber data:
LKJIP



‘ PENILAIAN SPIP

‘ PENILAIAN SPIP
TA 2019/2020

TA 2020/2021
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KK 5.1 — Capaian Outcome

Contoh Pengisian
KKT1

KRITERIA OUTCOME CAPAIAN
NO SASARAN STRATEGIS K/L/D INDIKATOR KINERJA SASARAN DATA PERSENTASE
IK TEPAT TARGET | REALISASI
TEPAT ANDAL REALISASI
KINERJA OUTCOME
1 [Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan (%) Y Y 5% 5% 100%
Y 2.04 hari 2.1 hari 100%
YIT YIT
YIT YIT
YIT YT
NRMERTA CUTEeRS KRITERIA OUTPUT CAPAIAN
INDIKATOR IRELY/AY INDIKATOR
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASAR NO NAMA PROGRAM KINERJA MENCAPAI KINERJA NO NAMA KEGIATAN INDIKATOR RELEVAN
K/L/D KINERJA OUTCOME] AN K TEPAT PROGRAM SASARAN TEPAT KINERJA OUTPUT MENCAPAI K TEPAT DATA TARGET|REALISASI PERSENTASE
TEPAT STRATEGIS] SASARAN ANDAL REALISASI
PROGRAM
KINERJA OUTCOME KINERJA OUTPUT
1 [Terwujudnya destinasi pariwisata  [Pertumbuhan jumlah Y 1 Program Jumlah kunjungan Y Y 1 Kegiatan event Jumlah event Y Y
ang berdaya saing dan unggul kunjungan wisatawan Pengembangan dan wisatawan pariwisata unggulan pariwisata unggulan
%) Pemasaran
Pariwisata 4 4 100%
lLama tinggal v Y 2 Program Indeks kualitas Y 2 IAkreditasi usaha Jumlah usaha v Y Y
wisatawan (Length of Peningkatan Kualitas| atraksi parekraf pariwisata pariwisata
IStay/LoS) traksi Parekraf terakreditasi 30 30| 1009
T T T T q
T T T T q
T T T T q




Keandalan Pelaporan

Keuangan

Gambaran Umum

Opini LK dalam UU 15/2004,
UU 15/2006, SAP dan SPKN;

Pemahaman atas keseluruhan
siklus pengelolaan keuangan
Negara/Daerah;

Keterkaitan dengan dua komponen
penilaian sebelumnya?

Skor

A : WTP min. 5x berturut-turut tanpa
temuan berulang;

B : WTP 3-4x berturut-turut tanpa
temuan berulang;

C : WTP 1-2x berturut-turut, ada temuan
berulang;

D : WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas;

E : Disclaimer/Tidak Wajar.

Pengukuran

Mengidentifikasi
informasi Opini
Laporan Keuangan
K/L/P dalam 5
tahun terakhir.


about:blank

Alur —Penilaian Keandalan Pelaporan Keuangan

Penilaian atas : Simoulan
Pencapaian e Oumber Informasi < Langkah Kerja > Py
Tujuan Penilaian

DEIELEn St | el ELw Identifikasi informasi terkait Opini Laporan Keuangan > CEIpElEn Sl @mpeie
LHP BPK-RI atas LK K/L/D, =P P 9 Keandalan Pelaporan Keuangan;
K/L/D dalam 5 tahun terakhir.

untuk 5 tahun terakhir. e Subunsur SPIP terkait.

Keandalan Pelaporan
Keuangan




Kertas Kerja — Penilaian Keandalan Pelaporan Keuangan

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

KEMENTERIANLEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sam pai dengan 30 Juni 20XX

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
TUJUAN 2: KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN
KK 6 - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN

Indeks KK No.
Disusun oleh/Tanggal
Direviu olehiTanggal

Disetujui oleh/Tanggal
No Farameter T-1 T-2 T-3 T4 T-6
I [Opini W TPANTE DFPANDE T idalk WWTPATE DPPANDPTidak WeTEANTE DPPANDP/Tidak WWTPATP DPPANDP Tidak WTEANTE DPPANDPTidak
WWajar Disciaimer WajarDisclaimer WWajar/Dise/aimer WajarDisclaimer WWalar Disclalimer

Peryebab Opini Tidak WTP; Peryebab Opini Tidak WTF: Peryebab Opini Tidak WTF: Peryebab Opini Tidak WTF: Periyebab Opini Tidak WTF:
(dalarm halopini BEK-Riatas LK {daiarm halapinl BRK-Ratas LK {daiarm hal apinl BRK-RI atas LK KALD ([ dalom hal opind BPK-RI atas LK KAL/D |(dalam halopini BRK-Rl oras LK
KALSD bukan WTE uralkan KALAD bukan WTE uralkan bukan WTE, uralkan penyvebabnyal  [Bukan WTP, uralkan penvehabnya) KALAD bukan WTE uralkan
penvebabnya) pervehabnya)l pervebabnya)

Il |Temuan

a Ringkasan

{uraikan secara
pinndigs orhefano

b Penyebab
(traikan secara
ringias penyehal

Analisis:
1. Analizia apakah terdanat temuan denman penyebab yang berulang dalam & tahun ferakhir
2 fdentifikasi subh winsur SPIP vang ferkait dengan panvebab temuan barulang tersehut

Simpulan:
Berdasarkan hasil analisis dokumen ...
i_apaian komponen Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan adalah:




KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

R0 - KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN
No Parameter T T-1 T-2 T-3 T-4
|| Opini WTP WTP WTP WTP WTP
Penyebab Opini Tidak WTP: Penyebab Opini Tidak WTP: Penyebab Opini Tidak WTP: | Penyebab Opini Tidak WTP: Penyebab Opini Tidak WTP:
Il rermuari
a| 1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumidan 1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan 1Penatausahaan Kas 1. Kebijakan Akuntansi 1. Pembayaran SP2D LS Kepada Pihak
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Bangunan Sektor Perdesaan dan pada Bendahara Pemerintah Kota Magang Ketiga sebesar Rp83.199.699.514,00
Pemerintah Kota Magang Tahun 2018 Hasil Perkotaan Pemerintah Kota Magang Penerimaan FKTP Belum Sepenuhnya Sesuai Tidak Dilakukan Melalui Rekening
Pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Belum Tertib; Belum Sesuai Dengan Ketentuan; Perantara yang Tepat dan
Belum_ Seluruhnya Ketentuan; Ketidaktertiban Pendebetan RKUD oleh

Diverifikasi;

Bank Jatim;

2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset
Tetap Pemerintah Kota Magang Tahun 2018
Belum Dilaksanakan SecaraMemadai;

2. Pengelolaan Jasa Giro dan Penyajian
Sisa Dana Jaminan Kesehatan Nasional
pada 16 Rekening Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Pemerintah Kota
Magang Tidak Sesuai Ketentuan;

2. Pelaksanaan
Penyerapan dan
Pelaporan Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran
2016 Belum Optimal;

2. Penganggaran Belanja
Modal Perbaikan Mesin dan
Peralatan Sebesar
Rp1.195.301.000,00 Tidak
Tepat;

2. Kendaraan Dinas pada Empat SKPD
Senilai Rp7.460.857.400,00 Tidak
Diketahui

Keberadaannya;

3. Penatausahaan dan Pengelolaan ljin
Pemakaian Tanahkepada Pihak Ketiga oleh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Magang belum Dilaksanakan Secara
Memadai;

3. Serah Terima Sarana dan Prasarana
Sebagai Dampak Pengalihan Urusan
Pemerintahan Sesuai Amanat UU Nomor
23 Tahun2014 dari Pemerintah Kota

Magang : . ;
Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Belum Optimal;

3. Pengelolaan Uang
Jaminan Bongkar atas
Penyelenggaraan
Reklame Tidak Sesuai
Ketentuan;

3. Penatausahaan
Pendapatan Retribusi pada
BPKAD dan Dinas Pasar
Tidak Memadai;

3. Pengelolaan Dana Kepesertaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau
Pelatihan oleh Dinas Pendidikan Kota
Magang Tidak Tertib;

4. Potensi Pajak Reklame Minimal Sebesar
Rp1.477.084.477,00 Belum Ditetapkan;

4. Penerbitan SKRD Retribusi IMB Tidak
Sesuai Ketentuan dan Terdapat Potensi
Piutang RetribusiIMB TA 2017 Sebesar
Rp174.742.400,00 dan Potensi Denda
yang Tidak Dapat Ditagihkan Minimal
SebesarRp41.938.176,00;

4. Pemerintah Kota
Magang Belum
Menatausahakan dan
Mengelola Aset Tetap
Secara Memadai;

4. Pemerintah Kota Magang
Belum Menatausahakan Aset
Tetap Secara Memadai;

5. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Magang
TA 2018 Belum Optimal serta Terdapat
Kekurangan Penerimaan Sebesar
Rp1.610.097.963,13 atas Pemanfaatan Kekayaan
Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak
Ketiga yaitu PT CGA,

5. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat
Potensi Pendapatan Retribusi Berjualan
yang Tidak Terealisasi Minimal Sebesar
Rp7.938.750,00;

6. Pengelolaan Jasa Giro pada 195Rekening
BOS Sekolah Dasar dan27 Rekening BOS SMP
pada Pemerintah Kota Magang Tidak Sesuai
Ketentuan;

6. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset
Tetap Pemerintah Kota Magang Belum
Optimal;

7. Realisasi Belanja Barang dan

7. Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota

5. Pemungutan Retribusi
PasarTidak Sesuai
Ketentuan.

5. Pertanggungjawaban
Pembayaran Uang Lembur
Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota
Magang Belum Sesuai
Ketentuan;

4. Kesalahan Penganggaran atas
Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan
Sebesar Rp1.855.620.000,00 dan
Pemakaian Aset Tanah serta Gedung
dan Bangunan oleh Politeknik Kota
Magang Belum Didukung Perikatan.




No Parameter

T

T-1

T-2

T-3

Jasa Kelurahan Kasin Tidak Didukung
Bukti Pertanggungjawaban yang
Senyatanya Sebesar Rp31.030.000,00;

Magang TA 2017 Belum Tertib danBelum
Memberikan Hasil yang Optimal bagi Pemerintah
Kota Magang Serta Potensi Penerimaan Belum
Tertagih SebesarRp2.423.387.962,50;

8. Pembayaran Belanja Jasa Listrik Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Belum Menunjukkan Kondisi yang
Sebenarnya;

9. Mekanisme Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Belanja Hibah
Pemerintah Kota Magang belum Berjalan
Sesuai Ketentuan.

8. Hilangnya Potensi Penerimaan atas
Penyalahgunaan ljin Pemakaian Tempat Tempat
Tertentu Milik Pemerintah Kota Magang

b [Penyebab
Y 1. Kurang optimalnya pengawasan 1. Kurang optimalnya pengawasan _ . 1. Kelemghap dalam pengelolaan 1. Kelemahan d_alam pelaksanaan
gant pengendalian atas upaya penagihan dan pengendalian atas upayapenagihan Piutang; dana kapitasi; anggaran belanja;
iutang;
2. Verifikasi dan inventarisasi atas 2. Verifikasi dan inventarisasi atas subjek/objek 2. Kelemahan Kepala SKPD dalam | 2. Kebijakan akuntansi belum
subjek/objek pajak piutang PBB-P2 belum pajak piutang PBB-P2 belum memadai; engendalaian pengelolaan dana diperbaharui;
memadai; DAK;
3. Pengelola Barang belum optimal dalam 3. Pengelola Barang belum optimal dalam 3. Pengelola Barang belum optimal 3. Kelemahan dalam
pengawasan dan pengendalian pengelolaan pengawgsan dan dalam pengawasan dan pengendalain proses perencaaan
BMN: pengendalian pengelolaan BMN; pengendalian pengelolaan BMN; dan’penganggaran;
Z-Pengguna Barang befum -
4. Pengguna Barang belum 4. Pengguna Barang belum melaksanakan RS pengtausahaan 4. Lemahnya pengendalian dalam
melaksanakan penatausahaan BMD; penatausahaan BMD; BMD; pengelolaan retribusi;
5. Pengurus Barang belum optimaldalam 5. Lemahnya pengendalian dalam pengelolaan 5. Lemahnya pengendalian dalam 5. Pengelola Barang belum
pencatatan BMD; retribusi; pengelolaan retribusi; optimal dalam pengawasan dan
pengendalian pengelolaan BMN;
6. Kebi*akan dan Prosedur . 6. Pengurus Barang belum optimaldalam 6. Pengguna Barang belum
pemantaatan BMD belum memadai; pencatatan BMD; mlsllslfsanakan penatausahaan
ANAtiss

T a. Temuan terkait dengan Pengelolaan PBB yang disebabkan olen lemannya pengendalian dalam penagian dan lemannya verifikast dan nventarisasi SUbJeK/objek PBB; Terjadi pada TA 2018 dan 2017,
b. Temuan terkait dengan Pengelolaan BMD yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Pengelola Barang dan lemahnya penatausahaan BMD oleh pengguna Barang, terjadi
pada TA 2018, 2017, 2016 dan 2015;
c. Temuan terkait dengan Pengelolaan Retribusi yang disebabkan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan retribusi, terjadi pada TA 2017, 2016 dan 2015. Subunsur SPIP yang terkait dengan penyebab
temuan di atas adalah subunsur 3.7, 3.8, 3.9, dan 3.10.

Slimpuian

Berdasarkan hasil analisis dokumen, Pemerintan Kota |V|agan9 memperolen opint W TP dart BPR-RT UMUK 1A 2014 Sampal aengBan 20138 (5 tahun beruru-tarat). Namun demikian, pada periode ersebur,
terdapat penyebab temuan yang berulang (belum ditindaklanjuli dengan tuntas) terkait dengan pendelolaan PBB dan pengelolaan BMD.

CapaiarT RKOMPOTET PENCapaiarT T UjualT Reandatarm Pefaporarm Keuangarm adatatT [ C I I




Gambaran Umum

Mengapa pengamanan aset?;

Pengamanan Aset dalam PP
27/2014;

Pemahaman atas keseluruhan tahapan
pengelolaan BMN pada PP 27/2014;

Keterkaitan dengan dua komponen penilaian
sebelumnya dan dengan subkomponen
pencapaian tujuan lainnya?

Skor

A : WTP min. 5x berturut, tidak ada catatan terkait aset,
selama 5th tidak terdapat aset bermasalah hukum dan 100%
BMN/D berfungsi baik dan aman;

B : WTP min. 3x berturut, tidak ada catatan terkait aset,
selama 3th tidak ada aset bermasalah hukum dan 100%
BMN/D berfungsi baik dan aman;

C : WTP min. 1x, masih ada catatan terkait aset, selama 2th
tidak ada aset bermasalah hukum, 100% BMN/D berfungsi
baik dan aman;

D : WDP/terdapat catatan terkait aset, terdapat aset
bermasalah hukum namun tidak mempengaruhi opini BPK,
75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman;

E : Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar
dan/terdapat catatan terkait aset, terdapat aset
bermasalah hukum yang mempengaruhi opini BPK,
<75% BMN/D berfungsi baik dan aman.

Pengamanan Aset
Negara

Pengukuran

Mengidentifikasi catatan pada LHP
BPK terkait permasalahan
administrasi BMN/D dalam 5 tahun
terakhir;

Mengidentifikasi catatan pada LHP
BPK terkait permasalahan hukum
BMN/D dalam 5 tahun terakhir;

Menghitung persentase BMN/BMD
dalam kondisi berfungsi baik dan
aman dalam 5 tahun terakhir.


about:blank

Alur — Penilaian Pengamanan atas Aset

Penilaian atas

Pencapaian
Tujuan

Simpulan

< Sumber Informasi

Langkah Kerja

Penilaian

Pengamanan atas

Aset

Dapatkan Buku | dan Buku Il LHP
BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5
tahun terakhir, dan Laporan BMN
dari pengelola Barang

* ldentifikasi catatan pada LHP BPK terkait
permasalahan administrasi BMN/D dalam 5 tahun
terakhir;

Capaian pengamanan administratif
BMN/D;
Subunsur SPIP terkait.

* ldentifikasi catatan pada LHP BPK terkait
permasalaha kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun
terakhir;

Capaian pengamanan hukum BMN/D;
Subunsur SPIP terkait.

» Hitung persentase BMN/BMD dalam kondisi
berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir.

Capaian pengamanan fisik BMN/D;
Subunsur SPIP terkait.




Kertas Kerja — Penilaian Pengamanan atas Aset

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIANLEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
TUJUAN 3. PENGAMANAN ASET NEGARADAERAH
KK T -PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN PENGAMANAN ASET NEGARA/DAERAH

Indeks KK No.,
Disusun clehTanggal
Direviu oleh/Tanggal

ni i Alah T I
P arameter T1 T2 T-3 T4 T4 Analisis
| Keamanan Administrasi | WTPATP DPPAYDPTIdak | WTPATP DPPAVDFTidak | WTRAWTE DPPAVDRTidak | WTPAMTP DPRANDPTidak YWTPANTP DPPANVD P Tidak
WWajanDiscizimear WWalar Disclaimer WajariDisclaimer WajarDisclaimer W ajar Disclaimer

Penyebab Opini Tidak WTF:

Penyebah Opini Tidak WTE:

Fenyebah Opini Tidak WTF:

Fenyebab Opini Tidak WTF:

Fenyebah Opini Tidak WTF:

Catatan terkait Azet (jika ada):

Catatan terkait Azet (jika ada):

Catatan terkat Azet (jika ada):

Catatan terkait Azet (jika ada):

Catatan terkait Azet (jika ada):

1. Analsis bardasartan kriteria
skor indikator pencapatan tan
Fermanan Administrass

2. ldentfikasi subunsur SPIF yang
terkat dengan penyebab catatan
tersetut.

Il Keamanan Hukum

Catatan atau Termuan terkatt
Kepemilikan Aset:

Catatan atau Temuan terkai
Kepemilikan Aset:

Catatan atau Temuan terkait
Kepemilkan Aset:

Catatan atau Termuan terkait
Kepemilkan Aset:

Catatan atau Temuan terkai
kepemilikan Aset:

1. Analisis berdasarkan kriteria
skor indikator pencaparan tuuan
Feamarnan Hukum;

2. ldentfikasl subunsur SPIF yang
terkat dengan pensebab
catatartermuan tersebul

Il Keamanan Fisik

Perzentase BWMD dalam
kondisi aman dan berfungsi
haik:

(Jumizh BMNAD dalam
kondis! "halk" dibandingkan

Persentase BWMID dalam
kondisi aman dan berfungsi
baik:

(Jurmizh BN/ dalam
kondis! "halk" dibandinglan

Persentase BWWD dalam
kondisi aman dan herfungsi
baik:

{Jumiah BMMN/D dalam
kandisl "bailk" ditandinglan

Fersentase BhMD dalam
kondisi aman dan berfungsi
baik:

{Jdurmizh BN dalam
Londis! "balk" dibandingkan

Persentase BMMD dalam kondisi
aman dan berfungsi baik:
[Jurlzh BN dalam kondist
“halk" dibandinglian dengan
Jurmlah total BN dalam Laporan

1. Analisis berdasarikan knleriz
skor dikator pencapaian biyan
Heamarnan Fisil;

2. ldentfikas! subunsur SPIF yang
terkat dengan pensebab kondis!

dengan jumizh total BN dengan jurniah total BN dangan jumiah total BN dengan jumizh total BIUIN =10 yang bidal optimal tersebut.
dalarm Laporan BANT) dalam Laporan BUN/D) dalam Laporan BUND) dalam Laporan BUND)
Simpulan:
Berdasarkan hasil analisis dokumen ..
Diari sisi kearmanan administrasi
Dar sizi pengamanan hukurm ..
Mari cizi menfarmanan ficilk
Capaian komponen pencapaian tujuan Pengamanan Barang Wilik Megara/Daerah adalah:
1 Keamanan Administrasi C
2 Keamanan Hukum C
3 Keamanan Fisik D Adsg




KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

KK'7 PENGAMANAN ATAS ASET
Parameter T T-1 T-2 -3 T-& ANalisis
1 Keamanan WITF WI1F WIF WIF WITF
P Penyebab Opini | P enyepab Opini TIdak WP "penvebab Opini | P enyepap Opini Tidak W TP |"Penyebab Opini Tidak WTP: B LK Pemkot Magang
Tidak WTP: ) Tidak WTP: . ) memperoleh  opini
> . . — — _ _ _ : _ WTP lima tahun
Catatan terkait Catatan terkait Aset (jika Catatan terkait Catatan terkait Aset (jika Catatan terkait Aset (jikaada): berturut-turut
» . . -- . . Pemerintah Kota ’
Aset (jika ada): ada): Aset (jika ada): ada): c namun pada tahun
- Pengelolaan Aset Tetap - Pemerintah Kota Magang Magang menyajikan Aset Tetap anggaran 2017
Tanah milik Pemerintah menerapkan akuntansi geralatan dan Mesin, Gedung dan terdapat catatan
- - angunan, |
Kota M.agang, khususnya berbasn_s akrual pertama kali Jala% Irigasi terkait aset pada
ygng.dlmanfaatkan/ sebagai pelaksanaan PP dan Jaringan, serta Aset Tetap opini BPK-RI;
dikerjasamakan dengan Nomor 71 _ Lainnya sebesar Rp3,10 triliun. b Subunsur SPIP yang
pihak ketiga melalui tentang SAP. Pemerintah Atas nilai tersebut, Pemerintah terkait dengan
mekanisme pemberian ijin Kota Magang tidak Kota Magang belum menerapkan penyebab catatan
pemakaian tempat-tempat menyajikan kembali metode penyusutan Aset Tetap. adalah subunsur 3.7, 3.8,
tertentu berpotensi Laporan Keuangan Tahun Penyusutan merupakan 3.9, dan 3.10.
merugikan karena adanya 2014 berbasis Kas Menuju penyesuaian nilai sehubungan
pengalihan hak, Akrual menjadi Laporan dengan penurunan kapasitas dan
penyalahgunaan izin, dan Keuangan Tahun 2014 manfaat dari suatu aset
lepasnya aset tanah yang berbasis Akrual. Dampak sebagaimana telah ditetapkan
tidak dikelola dengan baik kumulatif yang disebabkan dalam SAP pada Lampiran 1
sebagaimana terjadi atas oleh perubahan penerapan Pernyataan Nomor 07 tentang
66 bidang (persil) tanah. akuntansi berbasis akrual Akuntansi Aset Tetap. Penundaan
disajikan pada LPE dan pemberlakuan penyusutan atas
diungkapkan dalam CalLK Aset Tetap tersebut dapat
dilakukan untuk laporan keuangan
atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran
sampai den8an ahun
Anggaran 2014
T
Keamanan Catatan atau _ Catatan atau _ _ _ 1. Terdapat aset yang
Hukum Temuan terkait Catatan atau Temuan Temuan terkait Catatan atau Temuan terkait | Catatan atau Temuan terkait bermasalah  hukum
Kepemlllkan terkait Kepemilikan Aset: Kepemilikan Kepemilikan Aset: Kepemilikan Aset: dalam catatan LHP
Set Aset BPK untuk LK Tahun
Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 2017:
p.  Subunsur SPIP  yang
terkait




Parameter

Anallsis

Pengelolaan Aset Tetap
Tanah milik Pemerintah Kota
Magang, khususnya yang
dimanfaatkan/
dikerjasamakan dengan
pihak ketiga melalui
mekanisme pemberian ijin
pemakaian tempat-tempat
tertentu berpotensi
merugikan karena adanya
pengalihan hak,
penyalahgunaan izin, dan
lepasnya aset tanah yang
tidak dikelola dengan baik

sebagaimana terjadi atas
66 bidang (persﬂ{ tanah.

dengan penyebab catatan adalah

subunsur 3.7, 3.8, 3.9,
dan 3.10.

1 Keaman
anFisik

Persentase BMN/D
dalam kondisi aman
dan berfungsi
baik:(Jumlah BMN/D
dalam kondisi "baik"
dibandingkan dengan

jumlah total BMN dalam
aporan BMN/D)

Persentase BMN/D dalam
kondisi aman dan berfungsi
baik:(Jumlah BMN/D dalam
kondisi "baik" dibandingkan
dengan jumlah total BMN
dalam Laporan BMN/D)

Persentase
BMN/D dalam
kondisi aman dan
berfungsi
baik:(Jumlah
BMN/D dalam
kondisi "baik"
dibandingkan
dengan jumlah

total BMN dalam
Laporan BMN/D)

Persentase BMN/D dalam
kondisi aman dan berfungsi
baik:(Jumlah BMN/D dalam
kondisi "baik" dibandingkan
dengan jumlah total BMN
dalam Laporan BMN/D)

Persentase BMN/D dalam
kondisi aman dan berfungsi
baik:(Jumlah BMN/D dalam
kondisi "baik" dibandingkan
dengan jumlah total BMN
dalam Laporan BMN/D)

1. Analisis berdasarkan kriteria
skor indikator
tujuan Keamanan Fisik;

. Identifikasi sub unsur SPIP
yang terkait

pencapaian

dengan
penyebab temuan berulang
tersebut.

Slmpulan.

Berdasarkan hasil analisis dokumen, meskipun Pemerintah Kota Magang memperoleh opini WTP dari BPK-RI untuk TA 2014 sampai dengan 2018 (5 tahun berturut-turut), pada periode tersebut, terdapat

catatan terkait aset dalam opini BPK-RI atas LK Pemkot Magang. Dari sisi pengamanan hukum, terdapat temuan terkait kepemilikan aset yang berasal dari pemanfaatan B

D oleh pihak ketiga pada tahun

anggaran 2017. Dari sisi pengamanan fisik, berdasarkan hasil analisis, pada periode 2014 sampai dengan 2018 belum seluruh BMD Pemkot Magang berada pada kondisi aman dan berfungsi baik.

Capaian komponen pencapaian tujuan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah adalah:

1 | Keamanan Administrasi C
2 | KeamananFisik C
3 | Keamanan Hukum D




Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan

Gambaran Umum

Ketaatan terhadap peraturan
Perundang-Undangan dan
kejadian korupsi di Sektor

Publik di Indonesia;

Keterkaitan dengan dua
komponen penilaian
sebelumnya dan dengan
subkomponen pencapaian
tujuan lainnya?

Skor

A : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 selama 4th berturut
dan tidak mempengaruhi opini;

B : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 selama 3th berturut
dan tidak mempengaruhi opini;

C : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 selama 2th berturut
dan tidak mempengaruhi opini;

D : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK <5 dalam TA terakhir dan
tidak mempengaruhi opini;

E : jumlah temuan ketidakpatuhan BPK >5 dalam TA terakhir.

Pengukuran

Menghitung jumlah butir temuan dalam
LHP BPK Rl terkait Ketidakpatuhan
terhadap Peraturan Per-UU-an;

Mengidentifikasi kasus korupsi yang
melibatkan pejabat politik atau minimal
pejabat eselon Il untuk pusat dan
pejabat eselon IV untuk daerah.


about:blank

Alur — Penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang - Undangan

»
»

\ 4

4 Penilaian

Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-
undangan

» Dapatkan Buku Il LHP BPK-RI
atas LK K/L/D, untuk 4 tahun
terakhir;

» Dapatkan informasi terkait
keterjadian korupsi di K/L/D.

e Hitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait
Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;

» Capaian ketaatan dalam LHP BPK-
RI;
* Subunsur SPIP terkait.

« Identifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik
atau minimal pejabat eselon Il untuk pusat dan pejabat

eselon IV untuk daerah..

Veto atas hasil penilaian subunsur
terkait




Kertas Kerja — Penilaian Ketaatan terhadap Peraturan Perundang - Undangan

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...
Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 20XX

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP Indeks KK No.

TUJUAN 4: KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Disusun olehTanggal

KK 8 - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG- Direviu oleh/Tanggal

UNDANGAN Disetujui olehTanggal

No Parameter | T | T | T-2 | T3 | T4 Analisis

| |[Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP BPK

a Ringkasan
{Urainan secara ringhas

substans fiap bufir fermuan

dalam B il LHP BPK-
i)

b Penyebab

{Urainan secara ringhas

1. Analisis berdasarkan hriteria shor
indikator pencaoaian tuiuan terkal Temuan
Kelidakpatohan dalam LHP BRE-RI,

2 Idenfifitas) subunsur Strustur dan
Proses SPIF vang terkailf dengan
penvebab termuan tersebut.

penvebai fign butirfermuan

dalarm Sk i EHP BPE-

Il |Keterjadian Tindak Pidana Korupsi

fLiratkan secara ringhas keterjadian tindak pidana koryss! vang ferkalt entias)
1
2

Subunsur SPIF vang terkait dengan penyebab termuan tersebut adalabh

Simpulan

Capaian komponen pencapaian tujuan Ketaatan terhadap Perundang-undangan adalah:
1 Temuan Ketidakpatuhan dalam LHF BEFK b
2 Keterjadian Korupsi 3




KERTAS KERJA KOMPONEN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO | Parameter T T-T T-2 -3 T4 Analisis
| Temuan Ketldakpatanan datam CHP BPK _ _ _ _
a [ RiNgRasam [ 1. Kekurangar vorume I Kefebiar pembayaran T DUa PaKket PEReTaan | 1. Kefebian Pembayaran T KeKkurangarn Penerimaan Temilan
pata dua paket PeReTfaan [ atas reafisast wmjangan PeningKatan Jatan pada [ Sebesar Rp744.149.116,02 | Pajak Restoran atas Befana Ketidakpatuhan dalam
betanja modar jatar mgasi | komunikast Mernsit; Dinas PeRerjaan Umum | pada PeReraan Vakamamn dan vinuman Buku Il LHP BPK-RI
dan jaringan dirDinas TOnjangan reses, Serta dana | dan Penataan Ruang Pembangunan/Penngkatan | SKPD TA 2014 Sebesar
PEReTjaam U aan operasionat pimpinaT DPRD|T Kekurangan Votume Jatan aiDinas Pekerjaan Rp796.584.728,18 selama empat tahun
Penataan Ruang sebesar | Kota Magang Sebesar Sebesar OmumT Perumahan aan berturut-turut tidak
Rp59.7024.026,14- Rp994.456.000,00. Rp147.287.567,53 Pengawasan Bangunan lebih dari lima dan tidak
2. Rekurangarn voiume 2. Rekurangan voiuime atas | 2. Pelaksanaan empat Z Retebinam Pembayaran 2. Rekurangam Penerimaan memengaruhi opini
pada enamn paket Sembitan paket pekerjaan PaketPekerjaan Befanja Perjatanan Dinas Pajak Hotet Sebesar BPK
peKeTjaan befanja modal | pada Dinas Pekerjaan PemmngRatan Jatan Cuar Daeran pada SKPD Rp623.611.917,27 atas . Subunsur SPIP yang
gedunyg dar bangumnan di— | Umum darn Penataan Ruang| Tidak Sesuar Kontrak PEMETMaT Kota Magang | Kegiatan yang Difaksanakan terkait dengan
fima Organisast Perangkat | Sebesar Sebesar Sebesar Rp493.432.926,00 | SKPD Pemerintai Kota penyebab temuan
Daerah/Satuan Perangkat | RpL.136.230.487,67- Rp215:698.376,36 Magang tersebut adalah 1.3,
Kerlja Daelall sebesar 15’ 17, 31, 37, 38,
TRP153-232.637,44. . . _ 310, 3.11, 4.1, 4.2,
3 Ketebihamn pembayaran 3. Dinas Pendapatan 3-Bagtan Pendapatan yang | 3. Pembayaran Sewa Sarana 51 592
betanjajasa Ronsultarns BEfunT Mengenakan Menjadi Hak Pemerimntan VobiiEs Darat Sebesar B
pada fima SKPD Sebesar Sanksroenda Kota Magang atas Rp21.265.565,90 Mefebiti
Rp919.166.603,64- Administrasi kepada Pengetolaan Kawasan Ketemuan dam Pembayaran
PPAT/NOtars yang Pasar Terpadu Dinoyo Sewa Gedung/Ruang
Metanggar Ketemuan BetunT Tertagin Penemuan Sebesar
vimimat Sebesar Rp307200.503;20 Tidak |
Rp502-500.000,00 Didukung ASper Cegalitas
yang Memadai
ZPenggunaan Dana 7 Pertanggungjawaban 7 Pefaksanaan Detapan
Cadangan umum PDAM| Penggunaan Beranja Hibaim [ Paket Pekerjaan Dinas
Sebesar dan Bantuan Sosiat PeRerjaamn umum,
RP3370324.859.729,00 Sebesar PETUManan gan Pengawasarn
Tidak DIduRUNg dengan | Rp20.348.802:200,00 Bangunan Tidak Sesual
Keputusan Waiikota Betum Sefuruhmnya Kontrak Sebesar
Magang Disampaikan Kepada RpZ39.636.218,26
Walikota
b [ Penyebab | L. Kurang opiimainya T-TAPD dalam_ _ T. Kurang optimainya T. Kurang optimalnya T. Kepala Ijldan%vajak
pengawasan dan menghitungKKD tidak pengawasan dan pengawasan dan Daerah Lainnya Dinas
mengacu pada
pengendalianatas dua peraturan dan surat edaran | pengendalianatas dua | pengendalian atas paket Pendapatan Daerah Kurang
paket pekerjaan befana yang mengatuar. paket pekerjaan befanja [ pekerfaan betfanja modal optimar datam
madal jalan imgasri dan modal peningkatan peningkatan jalan melakSanakan penetapan,
jaringan jalan penagihan, dan pengawasan
Dendgeloaan Pajlak Restoran




No Parameter T T-1 T-2 T-3 T-4 Analisis
Kepadawajib pajak:
2. Kurang 2. Kurang optimalnya 2. Kurang optimalnya 2. Kurang selektif dalam | 2. Kepala Bidang Pajak Daerah
optimalnya pengawasan dan pengawasan dan membeli tiket pesawat; Lainnya Dinas Pendapatan

pengawasan dan
pengendalian atas
enampaket
pekerjaan belanja
modal gedung dan
bangunan

pengendalian atas
sembilanpaket pekerjaan
belanja modal
pengembangan jalan,
pembangunan
plengsengan,dan
pembangunan sarana dan
prasarana air bersih

pengendalian atas empat
paket pekerjaanbelanja
modal peningkatan jalan

kurang teliti dalam
memverifikasi dokumen
pertanggungjawaban;
dan kurang optimalnya
pengawasan dan
pengendalian

pelaksanaan
perjalanan dinas

Daerah kurang optimal dalam
melaksanakan penetapan,
penagihan, dan pengawasan
pengelolaan Pajak Hotel kepada
wajib pajak.

3. Kurang optimalnya
pengawasan dan
pengendalian atas
belanjajasa konsultansi

3. Kurang optimalnya
pengawasan dan
pengendalian atas
pelaksanaan pemungutan
BPHTB

3. PPKD tidak optimal
dalam menagih
bagian pendapatan
parkir yang menjadi
hak PemerintahKota
Magang.

3. Kurang patuh batasan
tertinggi pengeluaran
pembayaran sewa yang
ditetapkan Walikota; dan lalai
untuk memproses perubahan
penetapan SSHdalam Peraturan
Walikota

4. Direktur Administrasidan
Keuangan PDAM Kota

4. PPKD kurang optimal
dalam menghimpun

4. Kurang optimalnya
pengawasan dan pengendalian

Magang dalam menggunakan
Dana Cadangan Umum tidak

sepenuhnya memperhatikan
Beraturan daerah yang
erlaku.

laporan
pertanggungjawaban
hibahdan bantuan sosial
dari penerima hibah dan
bantuan sosial.

atas pelaksanaan delapan
paketpekerjaan belanja modal

| Reterjadiam Tindak Pidana Korupst

1. Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Magang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan terjerat kasus korupsi terkait dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Magang Tahun
Anggaran 2015. Kasus tersebut mulai dilimpahkan ke penuntutan pada bulan Juli 2018. Selain itu, pada awal 2019 Mantan Sekretaris Daerah Kota Magang juga ditetapkan tersangka
atas pengembangan kasus suap ini. Dugaan penyuapan tersebut dalam rangka untuk memuluskan pembahasan APBD perubahan Pemerintah Kota Magang untuk Tahun Anggaran
2015.2. Subunsur SPIP yang terkait dengan kejadian tersebut adalah 1.1, 1.3, 1.7, 2.1, 3.1, 3.4, 3.7, 3.10

Simputan

Berdasarkan hasil analisis dokumen, selama empat tahun berturut-turut temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh BPK-RI tidak lebih dari lima temuan serta tidak
memengaruhi opini BPK

Capaian komponen pencapaian tujuan Ketaatan terhadap Perundang-undangan adalah:
1

Iemuari I&etioaKpa[unan dafam CHP BPK A

Z KeterjadianKorupsi Ya







PROSES PENALTI Niasiiasi Kasus

Institusional
Dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan
pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki
dan/atau lintas fungsi

Informasi dari APH

» Kasus Korupsi Berjalan 3
M Individual
— Laporan Auditor B Dilakukan oleh pribadi atau individu ASN tanpa
Eksternal melibatkan pihak lain, baik secara hierarki
E maupun lintas fungsi
« BPK R

Laporan APIP

* Inspektorat dan BPKP ® Terhadap seluruh pilar

dari IEPK
Media Massa

* Isu yang berkembang di
masyarakat (Informasi
Tambahan/Penguat)

Terhadap sub unsur
@ sPIP dan MR terkait
dengan kasus korupsi

I
\
=
O
R
\Y
A
S

I




METODE PENALTI

Penalti dilaksanakan dengan
menurunkan gradasi per

parameter

Institusional Individual

SUB UNSUR TERKAIT SUB UNSUR TERKAIT ;
Penurunan maksimal

_ _ adalah sampai dengan

Penalti terhadap MRI _ _ kebijakan (Gradasi E)

bergantung pada sub - - _ _ untuk SPIP
unsur SPIP terkait : :

Penalti terhadap pilar-pilar IEPK
menyesuaikan pada hasil analisis

Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis
hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur




Tabel lll.1 - Contoh Identifikasi Hubungan antara Subunsur Pengendalian Intern dan Kejadian Kasus Korupsi

STRUKTUR DAN PROSES KASUS KORUPSI STRUKTUR DAN PROSES KASUS KORUPSI
INSTITUSTONAL | INDIVIDUAL INSTITUSTONAL | INDIVIDUAL
I Lingkungan Pengendalian Sistem Informasi
1.1 | Penegakan Integritas dan Nilar Etika Ya Ya 3.4 Pengendalian Fisik atas Aset Ya Ya
1.2 | Komitmen terhadap Kompetensi Tidak Tidak 35 Penetapan dan Reviu atas Indikator Tidak Tidak
1.3 | Kepemimpinan yang Kondusif Ya Ya dan Ukuran Kinerja
1.4 | Pembentukan Struktur Organisasi Tidak Tidak 3.6 Pemisahan Fungsi Tidak Ya
yang Sesual dengan Kebutuhan 3.7 Otorisasi atas Transaksl dan Ya Ya
1.5 | Pendelegasian Wewenang dan Ya Tidak Kejadian yang Penting
VEMGEUIE JEIELS FENE) TEEL 3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Ya Ya
1.6 | Penyusunan dan Penerapan Waktu atas Transaksi dan Kejadian
Kebijakan yang Sehat Ya Ya 3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Ya Ya
tentang Daya dan Pencatatannya
Pembinaan SDM — -
1.7 | Perwujudan Peran APIP yang Efekaf Ya Tidak 3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Ya Tidak
1.8 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Ya Ya Daya dan Pe_*ncatatanr_1ya
Instansi Pemerintah Terkait 3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI
I Penilaian Risiko serta Transaksi dan Kejadian Ya Ya
2.1 | Identifikasi Risiko Ya Ya Penting
52 | Analisis Risiko Ya Ya v Informasi dan Komunikasi
m Kegiatan Pengendalian 4.1 Informasi yang Relevan Ya Ya
31 |[Reviu atas Kinefja Instansi Tidak Tidak 4.2 Komunikasi yang Efektif Tidak Tidak
Pemerintah \Y Pemantauan
3.2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Ya Ya 5.1 Pemantauan Berkelanjutan Ya Ya

3.3 | Pengendalian atas Pengelolaan Tidak Tidak 5.2 Evaluasi Terpisah Ya Ya




METODE PENALTI (KK LEAD II)

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH ...

Periode Penilaian 01 Juli 20XX-1 sampai dengan 30 Juni 203X

KERTAS KERJA FENILAIAN STRUKTUR DAN PROZES
KK LEAD Il - STRUKTUR DAN PROZES

Indeks KK No.
Disusun
olebiTanggal
Dircri

Kode

Uraiam
Subunsu | No

Uraiam Parameter

Kod: Parameter

B

[IEPK

HILA®

KEUANGA

N
NILAI

ASET
HILA

KETAATAN
HILAI

KESIMPULAN
NILAI

YETO

[TAIMTIDAK

HILAI
AKHIR

Penzgakan Inte

ritas dam Milai Etika

2

3

2.5

TA

1.50

1

Organizasi mencgakkan inkegritas dan nilai ctika dalam melakzanakan tugas dan
fungsi organizasi

Organizasi menegakkan integritaz dan nilai ctika dalam pengelalaan kevangan
Organizasi menegakkan inkegritaz dan nilai etika dalam pengelalaan aset

Organizasi mensgakkan integritaz dan nilsi etika dalam pelakzanaan tugasnga
sesuai peraturan yang berlaky

PIP

Ecbijakan cksplizit atas pengendalian korupsi wang mencakup pernyataan
kebijakan, penctapan struktur pengelola riziko karupsi, serta standar perilaky
antikorupsi

EFIP

IEFK

Organizazi menzkaphan dan melakzanakan S0P antikorupsi yang mencakup tiga
proses prinsip dalam pengelalaan rizike korupsi, yakni cegah, deteksi, dan
Tespons.

PIP

IEPK

Linit kerja sebagai lingkungan belajar dikelala untuk memungkinkan pegawai di
zemua level berpartizsipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari
perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi
yang memicy perilaky korupsi

EFIP

IEFK

Integritaz organizasional yang terwujud dalam tranzparanzi dan akuntabilitaz
belah kercermin dalam visi, mizi, tujuan, dan nilai-nilai organisazitunit kerja

PIP

IEPK

Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan wkama sebagai perilaku
ckiz adalab peraturan, S0P, hukum, atay standar profesional

2FIP

IEFK

Exjadian karupsitperilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang
kampeten dan independen

EFIP

IEFK

Ataz hazil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka
memperbaiki keruzakan yang ditimbulkan oleh praktik kerupsi di dalam
arganizasi berupa pemastian pengenaan sankzi dan perbaikan melali pemuliban
kerugian dan peningkatan pengendalian,

EPIF

IEFK

1.2

Komitmen terha

dap Kompetensi

2.5

1,50

3

3

TIDAK

12

Tugaz dan jabatan dalam arganizasi dilakzanakan dan diizi aleh 200 yang
kampeten

EPIP

3

3

13

ang Konduszif

2 T14285T14

2. 553571423

TA

1.3

Pimpinan arganizazi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk
pencapaian bujuan orqanisasi.

PIP

3

3

1.3

Fimpinan Inztansi Pemerinkah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan
manajemen risiko.

2FIP

MR

2

2

1.3

Fimpinan Inztanzi Pemerinkah menggunakan informasi terkait riziko dalam
pengambilan keputuszan

EFIP

MR

13

Fimpinan Inzkanzi Pemerinkah mendorong pencrapan manajemen riziko, melaloi
Fenggunaan kinerja pencrapan manajemen riziko sebagai indikator penilaian
kinerja

EPIF

MR

Program antikorupsi didukung dengan penpediaan alokasi sumberdays zecara
chzplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana pragarana

PIP

IEPE

Faktor kekuazaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai
untuk tujuan mengelola riziko korupsi secara efektif [tidak membiarkand
mzngabaikan]

EPIF

IEFK

Pimpinan mendarang bawahan untuk mengikutings melalui atensi yang diberikan
di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement,
perlakuan adil, dan pengambilan keputuzan yang menyertakan pertimbangan

kiz,

PIP

IEPE

14

Struktur Orgasizazi Seswai Kebutuban

TIDAK




Hubungan antar Kertas Kerja
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Progres Aplikasi?

Link Uji oba:
https://apip.bpkp.go.id/spip-ujicoba/webmanager/cetak/kklead2/97.bpkp

SPIP Result Based

BPKP @ 2020. All Right Reserved.
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PRAKTIK SIMULASI PENGISIAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN
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1
2
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Pemda A Pemda B Pemda C Pemda D Pemda E

SAHABAT PENEEHMUAH

LINK KERTAS KERJA:

LINK BAHAN:

http://bit.ly/




PRAKTIK SIMULASI PENGISIAN KERTAS KERJA STRUKTUR DAN

PROSES
1
2
3
4
5
6
http://bit.ly/..... http://bit.ly/..... http://bit.ly/..... http://bit.ly/.... http://bit.ly/.....
Pemda A Pemda B Pemda C Pemda D Pemda E

SAHABAT PENEEHMUAH

LINK KERTAS KERJA:

LINK BAHAN:

http://bit.ly/




2.4. TAHAP PELAKSANAAN: PENGARUH KETERJADIAN
KORUPSI/PENALTI

KETERJADIAN KORUPSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
UNSUR SPIP, MRI DAN |IEPK



PROSES PENALTI Niasiiasi Kasus

Institusional
Dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan
pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki
dan/atau lintas fungsi

Informasi dari APH

S
» Kasus Korupsi Berjalan U
M Individual
. Dilakukan oleh pribadi atau individu ASN tanpa
[ Laporan Auditor B melibatkan pihak lain, baik secara hierarki
Eksternal E maupun lintas fungsi
* BPK

Laporan APIP

‘ Terhadap seluruh pilar

* Inspektorat dan BPKP dari IEPK

Media Massa

Terhadap sub unsur
@ sPIP dan MR terkait
dengan kasus korupsi

I
\
=
O
R
\Y
A
S

I

* Isu yang berkembang di
masyarakat




METODE PENALTI

Penalti dilaksanakan dengan
menurunkan gradasi per

parameter

Institusional Individual

SUB UNSUR TERKAIT SUB UNSUR TERKAIT ;
Penurunan maksimal

_ _ adalah sampai dengan

Penalti terhadap MRI _ _ kebijakan (Gradasi E)

bergantung pada sub - - _ _ untuk SPIP
unsur SPIP terkait : :

Penalti terhadap pilar-pilar IEPK
menyesuaikan pada hasil analisis

Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis
hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur




2.5. TAHAP PELAKSANAAN: PENYIMPULAN NILAI SPIP, MRI, DAN IEPK

KERTAS KERJA LEAD DAN PENYIMPULAN SKOR
SPIP, MRI, DAN I[EPK DENGAN DAN TANPA VETO
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1. PERBANDINGAN PROSES DI BPKP SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN

Kegiatan

Periode Pelaksanaan

Jumlah Hari Penugasan
Tim
Hasil PM yang dilakukan

Evaluasi

Pelaksanaan Ekspos Panel

Laporan Hasil Evaluasi

Penjaminan Kualitas

Sesuai Permintaan

Tidak ditentukan

Tidak ditentukan

Minimal Level 2

Tidak ditentukan/tidak seragam

Diterbitkan oleh Eselon 1

Evaluasi (Kegiatan Penjaminan Kualitas dilakukan oleh APIP pada
saat Penilaian Mandiri

Serentak pada Bulan Juli — Agustus
Setiap Tahun

Minimal 20 Hari

Tim Evaluasi = diutamakan bukan tim yang melaksanakan pembinaan
pada K/L/D untuk menghindari moral hazard

Semua Hasil Penilaian

Untuk hasil evaluasi level 3, dilakukan ekspos secara berjenjang pada
3 Tingkatan Ekspos, yaitu:

Tim Panel Eselon Il (Direktorat Mitra K/L atau Perwakilan BPKP)

Tim Panel Kedeputian

Tim Panel BPKP (berdasarkan pertimbangan strategis)

Diterbitkan oleh Eselon 2
Evaluasi K/L : Direktorat Terkait
Evaluasi Pemda : Perwakilan BPKP



ALUR

PROSES _ . KEWAJIBAN PANEL
. S INTERNAL DI TINGKAT
_ K/L J BPKP K KEDEPUTIAN
PM& PK E) LAPPM | Bp Evaluasi J Eﬂ%: i i sl # | PanelsPkp*
' J Direktorat | Kedeputian ane J KETENTUAN TERKAIT

Pada K/L ,;3\ <3 i ; / PANEL BPKP
| S —

Laporan Hasil Evaluasi J Laporan Hasll Evaluasi

* Berdasarkan pertimbangan strategis

- : KETENTUAN
K/L BRKP TERKAIT
J y PANEL BPKP
i ot &Pﬂ".. * LAP. PM * Sl ' i Panel 23 panel Kedeputian | Pane| |
_ i Perwaklilan BPKP L7 PPKD J‘ BPKP* | PROSES DI
——— - e e e - — e DEPUT' PPKD
Pada Pemda :3\ < B 3 / HANYA EKSPOS
Laporan Hasil Evaluas J e Laporan Hasll Evaluasi
; } LAP.

DITERBITKAN

OLEH
* Berdasarkan pertimbangan strategis PERWAKILAN




2. TAHAPAN EVALUASI

A. TAHAP PERSIAPAN

1) PEMBENTUKAN TIM

Perwakilan
BPKP

Bidang yang

menangani SPIP,

MR dan IEPK

Kedeputian
BPKP

Direktorat Mitra
K/L

Dapat
ditambahkan tim
Direktorat dari
Kedeputian
Investigasi

Acuan

2) PENETAPAN HARI DAN

JADWAL

No.

Kegiatan

HP

Desk Evaluasi

20%

Pelaksanaan evaluasi berdasarkan
data yang telah diterima (laporan
hasil penilaian mandiri dan dokumen

pendukung)

Penyusunan rencana/program kerja

penjaminan kualitas di lokasi K/L/P

Penugasan di lokasi K/L/P

60%

Entry Meeting

Kegiatan wawancara, observasi dan

reviu dokumen

Exit Meeting

Penyusunan Laporan

20%

3) PENETAPAN SATUAN KERJA
SAMPEL

Minimal 50%

Proporsional sesuai
kebutuhan pengujian




2. TAHAPAN EVALUASI

B. TAHAP
PELAKSANAAN
ATAS PROSES ATAS SUBSTANSI BERITA ACARA DRAFTH'A-QIFCORAN
No. T;_;lhapan Bobot ﬁ‘gﬁéf \I]ISADNAN Ikhtisar hasil Evaluasi, * Hasil Evaluasi atas
1 |Persiapan PM | 20% SUBSTANSI SESUA| ditandatangani oleh Tim proses dan hasil
2 | Pelaksanaan 60% KRITERIA DAN Evall_Jasi dan Tim Penjamin * Informasi kenaikan qlan
PARAMETER Kualitas (APIP K/L/P) penurunan skor hasil
3 |PelaporanPM | 20% Penjaminan Kualitas
‘ * Area of Improvement
No.| Skor | Gradasi PENGUJIAN BUKTI * Rekomendasi perbaikan
1 >80% <100 Sesuai melalui:
« Wawancara
Kuran
2 | 256% <79 Sesuaﬁ * Reviu dok_umen ‘
3 <559, Tidak * Observasi

Sesual HASIL EVALUASI AKAN DIPUTUSKAN DENGAN EKSPOS
PANEL




2. TAHAPAN EVALUASI

C. EKSPOS PANEL

PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

EKSPOS INTERNAL KEDEPUTIAN

Proses:

Tim Panel: _ _
:-. dipimpin oleh Tim Evaluasi memaparkan
- Direktur hasil evaluasi

Tim panel menguji hasil

evaluasi

EKSPOS LEVEL KEDEPUTIAN

.. .  Tim Panel: Proses:

& Seluruh Direktur atau Tim Panel Direktorat
- pejabat yang ditunjuk  memaparkan hasil evaluasi
dan dipimpin oleh Tim panel menguiji hasil

Deputi evaluasi

Berdasarkan Pertimbangan ‘

Strategis, Tim Panel Kedeputian

dapat merekomendasikan untuk EKSPOS LEVEL BPKP

dilakukan ekspos kepada Tim Panel
BPKP, jika Tim Panel tidak
merekomendasikan, maka Hasil
Evaluasi diputuskan oleh Tim Panel oleh Kepala BPKP
Kedeputian

Tim Panel:

Seluruh Deputi atau pejabat
yang ditunjuk dan dipimpin
Tim panel menguiji hasil Evaluasi

PADA PEMERINTAH DAERAH
EKSPOS INTERNAL

Proses:.

.. . Tim Panel: Tim Evaluasi
s Minimal 3 Korwas, memaparkan hasil
- dipimpin Kepala Tim panel menguiji
Perwakilan hasil evaluasi

-

EKSPOS KEDEPUTIAN PPKD

Tim Panel: Proses:
. Dipimpin oleh Deputi Tim Panel Perwakilan P~
- PPKD atau pejabat BPKP memaparkan hasil o
yang ditunjuk Tim panel menguji hasil 7
Evaluasi

&

Hasil Ekspos Panel:

SKOR, AOI, DAN

Proses:
Tim Panel Kedeputian
memaparkan hasil

REKOMENDASI
PERBAIKAN




2. TAHAPAN EVALUASI

D. TAHAP PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

PENYUSUNAN AREA

PENENTUAN

OF IMPROVEMENT
/ DAN REKOMENDASI

SESUAI

EKSPOS PANEL

/‘ FINALISASI
LAPORAN

A

TINDAK LAJUT
RENAKSI
AOI

SKOR DAN
TINGKAT
MATURITAS AKHIR

SESUAI HASIL
EKSPOS PANEL

PERBAIKAN 3

DRAF 37
a

LAPORAN

PENYAMPAIAN
LAPORAN KE
MANAJEMEN
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